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Somalia (AMISOM) dalam Upaya Resolusi Konflik di Somalia”, dibawah 
bimbingan Husain Abdullah, selaku pembimbing I dan Aspiannor Masrie, selaku 
pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan African 
Union Mission in Somalia (AMISOM) dalam upayanya meresolusi konflik di 
Somalia dan menjelaskan apa saja yang menjadi hambatan AMISOM dalam 
melaksanakan misinya di Somalia.  
Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, maka metode penulisan yang digunakan 
oleh penulis adalah tipe penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data 
yang penulis gunakan adalah telaah pustaka. Adapun untuk menganalisis data 
penulis memakai teknik analisis kualitatif, dan untuk pembahasan masalah penulis 
memakai teknik penulisan deduktif. 
Konflik yang terjadi di Somalia merupakan konflik dalam struktur sosial Somalia. 
Perang saudara yang terjadi di Somalia telah berlangsung sejak jatuhnya rezim 
Siyad Barre pada tahun 1991. Uni Afrika menanggapi hal tersebut dengan 
merencanakan misi perdamaian untuk mengatasi permasalahan di Somalia. 
Melalui resolusi PSC/PR/Comm(LXIX) Januari 2007, Uni Afrika menyetujui misi 
perdamaian di Somalia dengan nama African Union Mission in Somalia 
(AMISOM). 
Keterlibatan AMISOM merupakan sebuah upaya resolusi konflik yang ditawarkan 
oleh Uni Afrika di Somalia. AMISOM berperan dalam proses pengendalian 
konflik dan menjaga stabilitas keamanan di Mogadishu. AMISOM juga berhasil 
menjalankan peranannya dalam melindungi pemerintahan transisi di Somalia. 
Melalui divisi-divisi yang dimiliki AMISOM, AMISOM juga memberikan 
kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan institusi pemerintahan yang 
dibutuhkan oleh pemerintah transisi untuk membangun kembali pemerintahan 
Somalia. Berbagai hambatan yang dihadapi oleh AMISOM membuat kinerja 
AMISOM tidak maksimal dalam memanfaatkan waktu penempatannya di 
Somalia. Masalah utama adalah masalah pendanaan yang berdampak pada 
lambatnya pemenuhan kuota pasukan yang dimandatkan dan kurangnya logistik 
yang diperlukan oleh AMISOM. Konflik internal dalam pemerintah transisi dan 
konflik dengan Al-Shabaab juga menghambat AMISOM dalam mengoptimalkan 
tugasnya di Somalia. 
ABSTRACT 
Muh.ArdhiReskyPratama, E 131 09 010, The Role of African Union Mission in 
Somalia (AMISOM) in Conflict Resolution in Somalia, under the guidance of 
Husain Abdullah, as First Advisor and AspiannorMasrie as Second Advisor, 
Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, 
University of Hasanuddin. 
This research is aimed to identify and to explain the role of AMISOM in conflict 
resolution in Somalia and the challenges that it face in implementing its mandate. 
The type of research that author uses to achieve the objectives is descriptive-
analytic research. Data collecting technique used by author is library research. As 
for analyzing the data, the author uses qualitative analysis technique and as for 
writing, the author uses deductive technique. 
The conflict in Somalia is a conflict inside the social structure of Somalia. The 
civil war in Somalia has been going on since the fall of SiyadBarre’s regime in 
1991. The African Union responded by planning a peace mission with a larger 
scale. Through resolution PSC / PR / Comm (LXIX) in January 2007, the African 
Union mission then approved African Union Mission in Somalia (AMISOM). 
AMISOM's involvement is a conflict resolution attempt offered by the African 
Union in Somalia. AMISOM plays a key role in containing the conflict and 
maintain stability in Mogadishu. AMISOM also managed to play its role in 
protecting the transitional government in Somalia. Through divisions owned by 
AMISOM, AMISOM also contributed to the development of infrastructure and 
government institutions required by the transitional government to rebuild the 
Somali government. Various barriers faced by AMISOM affects the mission from 
maximizing its deployment in Somalia. The main problem is the funding issues 
that have an impact on the slow fulfillment of quotas mandated forces and lack of 
logistics required by AMISOM. Internal conflict within the transitional 
government and the conflict with Al - Shabaab also inhibits AMISOM in 




Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT 
karena berkat kekuatan dan segala daya upaya dari-Nya saya dapat menyelesaikan 
skripsi ini pada akhirnya. Tanpa-Nya, saya tidak akan berarti apa pun dan hingga 
saat ini mungkin masih ada di Kantin Sospol ngopi sambil merokok. Saya juga 
ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak H. Husain Abdullah yang telah bersedia menjadi pembimbing I saya 
dan Bapak Aspiannor Masrie yang telah bersedia menjadi pembimbing II 
saya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada bapak yang telah bersedia 
membimbing dan mendampingi saya dalam penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak Dr. H. Adi Suryadi. B. MA selaku Ketua Jurusan Hubungan 
Internasional.  
3. Terima kasih kepada dosen-dosenku yang sangat kubanggakan, antara lain: 
Bapak Prof. Mappa, Pak Aspi, Pak Nasir, Pak Bur, Pak Ishaq, Pak 
Patrice, Pak Husein, Pak Munjin, Pak Darwis, Kak Gego dan Ibu Isda. 
Terima kasih atas ilmu yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya selama 
saya berada di Universitas Hasanuddin. 
4. Terima kasih kepada kedua orangtuaku Bapak H. Muh. Said T. dan Mama 
Hj. Sukartina yang telah membesarkan saya seperti sekarang ini. Saya tahu 
bahwa untuk membesarkan saya butuh usaha, baik materil maupun non-
materil, yang sangat besar. Terima kasih atas semua dukungan kalian berdua, 
karena tanpa dukungan dari kalian berdua, mungkin saya tak bisa menjadi 
seperti sekarang ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk 
membahagiakan kalian berdua. Karena kalian, saya dan kedua saudara saya 
bisa dengan beruntung mencicipi pendidikan yang merupakan salah satu 
modal utama dalam menghadapi hidup kedepannya. Mungkin selama saya 
hidup, kalian berdua mungkin merasa bahwa saya sangat jarang 
mengungkapkan rasa sayangku terhadap kalian, saya memohon maaf yang 
sangat besar. Mama, Bapak percayalah bahwa air mataku menetes ketika saya 
memikirkan kalian berdua.  
5. Adekku Muh. Arfan Resky Prananda dan Astri Reskyna Al-Andalib, 
terima kasih banyak untuk kedua adikku yang telah memberikan dukungan 
yang tiada henti. Ingatlah ketika kelak nanti kita semua mulai menjalani hidup 
kita masing-masing, kalian berdua tetap dua adik yang sangat saya sayangi 
dan banggakan. 
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Keluarga Alm. Pu’ Sofyan, 
terkhusus pada dra. Ummu Salmah (Mammi), Irfan Harapan SE. (kak 
Ippang) dan Dewi Diansa Putri (Pute’) yang telah bersedia menampung 
saya selama kuliah di Makassar. Terima kasih saja tak akan mampu membalas 
jasa-jasa dan kehangatan keluarga yang saya rasakan selama jauh dari 
keluarga di kampung.  
7. Terima kasih kepada Bunda, Kak Rahma, dan seluruh pegawai tata usaha 
yang telah membantu saya untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan 
dengan skripsi ini. Tanpa keramahan dan kebaikan kalian, saya tidak akan bisa 
menyelesaikan skripsi ini. 
8. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman 
angkatan Anak HI’09 antara lain: Zulfikar Dilahwangsa, Aswani Lienardo, 
Satkar Ulama, Hutriana, Bama Andika Putra, Aprilia Fatmandini, 
Fatma Septya Abubakar, Nurul Fajri Husin, Abdullah Fikri Asri, Nurul 
Sajidah Rahman, Mutmainnah Syam, Amdya Masfufah Hasyim, 
Purnamasari Nadjun, Fitryana Saudi Rauf, Dwi Purnama Kasmad, Dissa 
Julia Paputungan, Dita Herdianti Sukoco, Rahmat Hidayat, Vincensius 
R. Liu, Muh. Nurckhalik Djirimu, Fardillah Qurrata Ayyun, Fadillah 
Tria Wulandari, Devi Ivon Mustari, Sutiono, Ridho Wirawan, Michael J. 
Ludong, Christiansen Frisilya Perangin-Angin, Risky Prawira, IB 
Langgam Gumilang, Afif Muhammad, Aldi, Ayu, Claudia A. Naro, 
Khaerunnisa, Fais, Ahmad Tarikhul Haq, Amanda Fajriana, Muspida 
Haspa, Nasriani Nawir, Efrianto Panggalo, Syukran, Ishaq Muqaddas 
Hasyim. Terima kasih untuk masa-masa penuh kenangan selama kuliah. 
Hanya usia dan maut yang bisa menghapus semua ingatan selama kita kuliah. 
HI 09, sukseski semuanya. 
9. UKM KARATE-DO GOJUKAI INDONESIA FISIP UNHAS, terima 
kasih untuk dukungannya selama menyusun skripsi. Menakhodai unit selama 
setahun mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan dan kepercayaan diri yang 
akan sangat membantu dalam kehidupan saya kedepannya. Terima kasih 
untuk semuanya. 
10. HIMAHI FISIP UNHAS, terima kasih untuk semua pengalaman yang 
sempat saya cicipi selama di kampus. Kepada kanda-kanda senior yang telah 
memberikan banyak wejangan dan arahan selama berada di kampus. Nasihat-
nasihat tengah malam di himpunan sangat membantu sekali dalam 
menghadapi fase kehidupan dari remaja menuju dewasa. Kepada adik-adik 
semua, manfaatkan waktu kalian untuk belajar bersama menuju lebih baik 
selama di RUMAH. 
11. Last but not least, Danty Julianty. Terima kasih untuk semua dukungan yang 
telah engkau berikan. Semua titipan makanan tengah malam ditengah 
kesuntukan mengerjakan skripsi ini, semua perhatian dan pertanyaan ‘dikerja 
ji skripsi ta?; bab berapa meki kah?; dan semua hal lain yang tidak bisa saya 
sebutkan satu persatu. Makasih juga sudah sabar menghadapi saya dan masih 
bersedia menemani saya sampai sekarang ini. Makasih beb :*   
12. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada semua pihak yang 
telah memberikan dukungan kepada saya selama proses penulisan skripsi ini 
yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Hanya doa yang dapat saya 
panjatkan sebagai ucapan. Terima kasih. Semoga kita semua dilimpahi rahmat 
dan hidayah-Nya serta selalu berada dalam lindungan-Nya. Amin. 
 
 




    Penulis 
DAFTAR ISI 
HALAMAN JUDUL .....................................................................................................   i 
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................................  ii 
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI ........................................................ iii 
ABSTRAKSI .................................................................................................................. iv 
KATA PENGANTAR ................................................................................................... vi 
DAFTAR ISI ..................................................................................................................  x 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang ....................................................................................................   1 
B. Batasan dan Rumusan Masalah ...........................................................................   8 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ........................................................................   9 
D. Kerangka Konseptual .......................................................................................... 10 
E. Metode Penelitian................................................................................................ 15 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Regionalisme dan Organisasi Internasional ........................................................ 17 
B. Konflik dan Resolusi Konflik ............................................................................. 25 
III. PERKEMBANGAN PENANGANAN KONFLIK DI SOMALIA 2007 - 
2012 
A. Dinamika Konflik di Somalia ............................................................................. 36 
1. Konflik Horizontal .......................................................................................... 37 
2. Konflik Vertikal .............................................................................................. 50 
B. Keterlibatan Uni Afrika dalam Penanganan Konflik di Somalia ........................ 52 
C. Keterlibatan AFRICAN UNION MISSION IN SOMALIA (AMISOM) 
dalam Penanganan Konflik di Somalia ............................................................... 58 
IV. ANALISIS AMISOM DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI 
SOMALIA PERIODE 2007 – 2012 
A. Peranan AFRICAN UNION MISSION IN SOMALIA (AMISOM) dalam 
Upaya Resolusi Konflik di Somalia .................................................................... 64 
B. Faktor Penghambat AFRICAN UNION MISSION IN SOMALIA 
(AMISOM) dalam Upaya Resolusi Konflik di Somalia 
1. Faktor Internal ................................................................................................ 80 
2. Faktor Eksternal .............................................................................................. 84 
V. PENUTUP 
A. Kesimpulan ......................................................................................................... 89 
B. Saran .................................................................................................................... 91 




 PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 
Konflik merupakan isu yang sangat sering dijumpai dewasa 
ini.Perbedaan pandangan dan keyakinan sering menjadi penyebab utama 
terjadinya pertentangan antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang 
timbul antara pihak – pihak terkait biasanya bereskalasi dan diselesaikan 
dengan cara kekerasan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian, secara 
riil maupun non-riil. Kerugian yang ditimbulkan juga dirasakan oleh pihak 
yang tidak terlibat langsung dalam konflik yang terjadi. 
Benua Afrika merupakan kawasan yang kerap dilanda konflik. 
Kawasan yang dianggap tertinggal dalam konteks pembangunan modern ini, 
masih dihadapkan dengan penyelesaian konflik dengan cara kekerasan. Hal 
ini tentu saja akan menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak 
terlibat dalam konflik. Konflik yang terjadi di berbagai negara Afrika tidak 
sedikit memakan korban dan cenderung berlangsung dalam waktu yang 
cukup lama. 
Konflik berkepanjangan antara Warlords (sebutan untuk pemimpin 
pasukan milisi bersenjata) yang terjadi di Somalia telah berlangsung cukup 
lama.Konflik ini menimbulkan dampak yang merugikan bagi penduduk 
negara tempat konflik itu terjadi.Jatuhnya pemerintahan Presiden Somalia, 
Siyad Barre, pada tahun 1991 merupakan dampak dari perebutan kekuasaan 
yang terjadi antara Warlords satu dengan yang lainnya1.Akibatnya, Somalia 
sejak saat itu tidak memiliki institusi pemerintahan yang jelas dan warganya 
hidup dalam ketidakjelasan dan perang saudara yang berlarut – larut. 
Kondisi sosial dan ekonomi yang kacau, mendorong warga Somalia 
melakukan apa saja untuk dapat bertahan hidup. Tidak adanya institusi 
pemerintahan yang jelas memaksa sebagian besar mereka bergabung menjadi 
milisi demi memperjuangkan kelangsungan hidupnya.Beberapa memilih 
untuk mengungsi ke negara terdekat demi mendapatkan 
perlindungan.Berbagai upaya internasional telah dilakukan untuk mengatasi 
kekacauan yang terjadi di Somalia. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 
misalnya, pada April 1992 menginisiasi sebuah program yang bernama 
United Nations Mission in Somalia (UNOSOM I). Mandat pasukan 
perdamaian ini bertujuan untuk melancarkan alur bantuan yang masuk, 
membangun kembali infrastruktur dan menciptakan pasukan polisi yang 
baru.Kontak senjata dengan milisi – milisi yang ada tidak dibenarkan kecuali 
untuk alasan pembelaan diri2. 
Mandat terbatas yang dimiliki oleh UNOSOM I, menjadikan misi 
kemanusiaan ini tidak terlalu efektif.Kontak senjata dengan milisi – milisi 
yang dipimpin oleh Warlords menghambat penyaluran bantuan dan usaha 
dalam membangun keamanan.Persenjataan dan suplai bantuan yang ada 
                                                          
1Brief History of Somalia.http://amisom-au.org/about-somalia/brief-history.html. Diakses pada 
tanggal 22 Februari 2013 
2UNOSOM I.http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom1backgr2.html. Diakses 
pada tanggal 22 Februari 2013 
dijarah oleh milisi – milisi bersenjata.Akibatnya bantuan tidak mencapai 
sasaran dan masyarakat menderita kelaparan yang berkepanjangan. 
Kondisi yang semakin memburuk membuat PBB kembali meratifikasi 
pembentukan sebuah unit kesatuan baru untuk beroperasi di 
Somalia.Dibentuklah United Nations Task Forces (UNITAF) pada Desember 
1992 dengan Amerika Serikat sebagai komando utamanya3. Mandat UNITAF 
ini adalah untuk menggunakan segala cara demi menciptakan situasi kondusif 
secepatnya untuk memastikan keamanan dan berkordinasi dengan UNOSOM 
I dalam hal penyaluran bantuan kemanusiaan di Somalia. Operasi ini 
kemudian berdampak positif terhadap keamanan di Somalia.UNITAF 
dianggap mampu mengamankan penyaluran bantuan dan meminimalisir 
jumlah korban sipil yang diakibatkan oleh milisi – milisi bersenjata. 
UNOSOM II (1993-1995) kemudian hadir sebagai lanjutan dari upaya 
PBB dalam menciptakan stabilitas di Somalia. Mandat dari UNOSOM II 
merupakan bentuk perpaduan antara UNOSOM I dan UNITAF, dimana 
pasukan di benarkan untuk menggunakan segala cara yang dibutuhkan untuk 
menciptakan stabilitas keamanan dan melancarkan penyaluran bantuan yang 
akan masuk ke Somalia. Selain itu, UNOSOM II juga diberikan mandat 
untuk memulihkan institusi nasional dan melatih sumber daya manusia yang 
ada serta menciptakan gencatan senjata antara faksi – faksi yang ada di 
Somalia4. 
                                                          
3United Nations Mission in Somalia I. 
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosomi.htm.Diakses pada tanggal 22 Februari 2013. 
4United Nations Mission in Somalia II http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosom2b.htm. 
Diakses pada tanggal 22 Februari 2013 
Berakhrinya mandat UNOSOM II menandai berakhirnya intervensi 
kemanusiaan langsung yang dipimpin oleh PBB.Tidak banyak perubahan 
yang signifikan yang dihasilkan oleh UNOSOM II.Kondisi yang relatif 
kondusif dikarenakan gencatan senjata yang terjadi antara faksi – faksi yang 
difasilitasi oleh UNOSOM II hanya bersifat sementara.UNOSOM II 
kemudian dianggap gagal dalam menjalankan mandatnya dan merupakan 
salah satu misi yang dijalankan oleh PBB dengan jumlah korban terbanyak, 
yakni sebanyak 155 jiwa5. 
Konflik internal yang terjadi di Somalia kemudian menimbulkan 
permasalahan baru yang turut mengancam keamanan regional Afrika 
Timur.Fenomena perompak/bajak laut kemudian menyeruak ke permukaan 
sebagai fenomena sampingan dari konflik dalam negeri Somalia dan menjadi 
isu internasional yang perlu diselesaikan.Kasus pembajakan terhadap kapal 
yang terjadi di lepas pantai Somalia telah menjadi ancaman yang nyata 
terhadap jalur perdagangan internasional. Teluk Aden, yang menjadi lokasi 
aktivitas bajak laut Somalia, menimbulkan kekhawatiran negara – negara 
yang memanfaatkan perairan ini sebagai jalur pelayaran dan perdagangan. 
Metode kerja bajak laut ini pun beragam.Ada yang mengaku sebagai petugas 
Penjaga Pantai Somalia, yang kemudian menahan kapal yang melintas 
dengan tuduhan illegal fishing.Adapula yang menggunakan metode 
kekerasan, dengan menembaki kapal yang melintas kemudian menyandera 
awak kapal dan meminta tebusan kepada pemilik kapal. 
                                                          
5
 The UN Department of Peacekeeping Operations, ‘Fatalities by Mission and Appointment Time 
http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/StatsByMissionAppointmentTypepercent203.pdf, Diakses 
22 Februari 2013 
Teluk Aden yang berada di bagian Timur Afrika, merupakan jalur 
pelayaran yang sangat strategis. Lokasinya yang merupakan pintu masuk 
kapal – kapal yang akan melalui Terusan Suez menjadikannya padat akan 
arus pelayaran. Terusan Suez yang merupakan jalur penghubung utama 
antara Benua Asia dan Eropa.Tercatat sebanyak kurang lebih sebanyak 
23.000 kapal yang memasuki Teluk Aden ini setiap tahun dan menjadikannya 
rute pelayaran internasional tersibuk kedua di dunia6.Kasus bajak laut di 
Somalia menarik perhatian dunia internasional. Keterlibatan North Atlantic 
Treaty Organization (NATO) dalam upaya memberantas Bajak Laut di Teluk 
Aden membuat beberapa negara lain turut serta dalam misi ini. Beberapa 
negara, seperti Singapura, Spanyol dan China, menempatkan pasukan dan 
kapal perang untuk berpatroli di wilayah Teluk Aden. 
Bajak Laut Somalia hanyalah satu dari sekian banyak akibat dari 
kondisi negara yang tidak stabil.Absennya pemerintahan dan institusi 
nasional di Somalia menimbulkan kekacauan dimana-mana. Warlords 
bermunculan dan masing- masing berlomba menanamkan pengaruh dan 
memperluas cakupan wilayah yang mereka kuasai. Warlords yang ada 
menebar teror dan ancaman bagi warga sipil di Somalia dengan mengerahkan 
milisi – milisi bersenjata. Pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan dan 
pelanggaran HAM lainnya kerap dilakukan oleh milisi – milisi bersenjata. 
Perang saudara yang terjadi tidak hanya menimbulkan masalah bagi 
Somalia.Negara – negara yang berada di kawasan Afrika Timur juga terkena 
                                                          
6Tackling piracy: UK Government response.https://www.gov.uk/government/speeches/tackling-
piracy-uk-government-response.html. Diakses pada tanggal 22 Februari 2013 
imbas atas konflik internal yang terjadi di Somalia.Data terbaru United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menunjukkan jumlah 
pengungsi yang ditimbulkan oleh konflik di Somalia berjumlah sekitar 1,3 
juta jiwa secara keseluruhan (baik yang telah ditangani oleh UNHCR maupun 
yang belum)7.Hal ini menimbulkan masalah baru seperti kurangnya sarana 
dan prasarana bagi negara – negara yang menampung para pengungsi ini 
kewalahan dalam menangani pengungsi ini, seperti Kenya, Yaman, dan 
Ethiopia.Belum lagi masalah internal yang belum terselesaikan membuat 
negara – negara tersebut kewalahan. 
Konflik internal yang menyebabkan kekacauan dimana – mana juga 
menimbulkan masalah baru yang menjadi perhatian internasional.Tidak 
adanya lembaga dan otoritas nasional yang menciptakan dan menjalankan 
peraturan membuat Somalia rentan menjadi surga tempat persembunyian 
bagi teroris – teroris.Belakangan muncul salah satu kelompok milisi di 
Somalia yang berafiliasi dengan Al-Qaeda memiliki kelompok kecil yang 
menjadikan Somalia sebagai sarangnya. Kelompok yang menamakan diri 
sebagai Al-Shabaab ini menyatakan diri sebagai bagian dari Al-Qaeda sejak 
Februari 2012 oleh pemimpin Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri8. 
Al-Shabab sendiri mulai mencuat sebagai kelompok radikal dan 
bersenjata pada tahun 2006.Kelompok ini merupakan sayap milisi bersenjata 
Union of Islamic Courts (UIC) yang bertanggung jawab atas serangkaian 
                                                          
7UNHCR Country Operations – Somalia.http://www.unhcr.org/pages/49e483ad6.html. Diakses 
pada tanggal 22 Februari 2013 
8
 NationalCounterterrorism Center – Al-Shabaab. 
http://www.nctc.gov/site/groups/al_shabaab.html. Diakses pada tangal 22 Februari 2013. 
pemboman dan penembakan yang terjadi. Al-Shabaab juga mengklaim 
bertanggung jawab terhadap pemboman yang dilakukan di Uganda pada 11 
Juli 2010 yang menewaskan lebih dari 70 jiwa.  
Permasalahan yang timbul di Somalia sudah sepatutnya menjadi 
tanggung jawab bersama negara – negara yang berada di 
Afrika.Bagaimanapun, Somalia merupakan salah satu negara yang memiliki 
luas wilayah yang besar di Afrika Timur.Permasalahan yang terjadi di 
Somalia pun juga turut mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Afrika 
Timur.Uni Afrika sebagai organisasi regionalyang ada di benua Afrika 
kemudian melakukan upaya – upaya untuk mengatasi berbagai persoalan 
yang timbul di Somalia. 
Sebagai sebuah bentuk organisasi regional, Uni Afrika sudah 
sepantasnya memperhatikan dan mencari solusi untuk permalasahan yang 
timbul di Somalia sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap negara – 
negara anggotanya.Belum lagi dampak yang ditimbulkan oleh krisis di 
Somalia ini terhadap negara tetangga dan kawasan Afrika Timur yang 
terkena dampak langsung.Bentuk tanggung jawab Uni Afrika dalam 
mengatasi krisis di Somalia ini adalah dengan membentuk misi kemanusiaan 
yang akan melibatkan negara – negara yang tergabung dalam Uni Afrika. 
Program ini bernama African Union Mission in Somalia 
(AMISOM).AMISOM. dibentuk melalui resolusi Enclosure 2pada Januari 
2007 dalam pertemuan ke 69 Peaceand Security Council (PSC) Uni Afrika di 
Addis Ababa, Ethiopia9.AMISOM kemudian diratifikasi oleh Dewan 
Keamanan PBB pada Februari 2007 melalui resolusi 1744 S-RES-174410. 
Penelitian akan secara khusus difokuskan pada beberapa hal. 
Penelitian ini akan mengkaji peranan Uni Afrika dengan AMISOM-nya 
dalam upaya penyelesaiankonflik di Somalia. Penelitian ini juga akan 
menganalisa kendala yang dialami oleh Uni Afrika dalam upayanya 
mencapai tujuannya dari tahun 2007 – 2012 mengingat dinamika yang 
dialami oleh AMISOM itu sendiri. 
B. Batasan dan Rumusan Masalah  
Penulis akan meneliti lebih dalam peranan aktor Uni Afrika, spesifik 
terhadap AMISOM sebagai misi bentukan Uni Afrika, dalam upaya resolusi 
konflik di Somalia. Penulis juga akanmenjelaskan langkah-langkah dan 
strategi apa saja yang dilakukan oleh AMISOM semenjak diturunkan pada 
tahun 2007 hingga 2012, tahun terbentuknya Federal Government of 
Somalia(FGS). Batas waktu tersebut dipilih untuk melihat sejauh mana 
kontribusi AMISOM dalam pelaksanaan misinya dan apakah kegiatan 
AMISOM selama di Somalia memberikan andil dalam terbentuknya 
pemerintahan tersebut. 
Krisis yang belum mereda di Somalia membuat Uni Afrika bertindak 
dengan membentuk African Union Mission in Somalia (AMISOM).Misi ini 
disepakati oleh Peace and Security Council (PSC) Uni Afrika pada tahun 
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2007.Oleh karena itu, penulis membatasi studi kasus penelitian dari tahun 
2007 – 2012 untuk menganalisis peranan AMISOM dalam upaya resolusi 
konflik di Somalia. Penulis juga akan menganalisis kendala yang dihadapi 
oleh AMISOM dalam pelaksanaan misinya di Somalia. 
Untuk itu, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai 
rumusan masalah berikut ini : 
1. Bagaimana perananAfrican Union Mission in Somalia dalam 
upaya resolusi konflikdi Somalia 2007-2012? 
2. Apa saja yang menjadi penghambat African Union Mission in 
Somalia dalam upaya resolusi konflik di Somalia 2007-2012? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 
sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui strategi African Union Mission in Somalia dalam 
menangani konflik di Somalia 2007-2012 
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat African Union Mission 
in Somalia dalam upaya resolusi konflik di Somalia 2007-2012 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan menjadi 
bahan kajian bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di 
masa mendatang, khususnya bagi pemerhati masalah konflik 
internasional dan yang tertarik untuk menganalisis krisis yang terjadi 
di Somalia dan kaitannya dengan Uni Afrika di masa yang mendatang 
2. Diharapkan sebagai bahan informasi bagistakeholder dalam pembuatan 
kebijakan terutama bagi Uni Afrika dan pemerintah Somalia bagi 
penyelesaian konflik di Somalia. 
D. Kerangka Konseptual 
Hubungan Internasional merupakan sebuah fenomena yang senantiasa 
melibatkan berbagai aktor di dalamnya. Interaksi yang dilakukan oleh aktor-
aktor internasional tersebut didasarkan pada suatu kepentingan tertentu. 
Dalam perjalanannya, interaksi tersebut dapat berujung pada sebuah aktifitas 
kerjasama maupun konflik/perang. Kerjasama internasional terbentuk karena 
adanya sekumpulan pihak-pihak yang memiliki kesamaan visi sehingga 
terbentuklah sebuah komunitas kerjasama dalam bentuk regionalisme. 
Regionalisme menurut Joseph S. Nye dalam buku Regionalism In 
World Politics mendefinisikannya sebagai suatu paham dimana terdapat 
sekelompok negara yang melakukan interaksi dalam berbagai aspek dan 
menempati suatu geografis tertentu dengan ketergantungan dalam aspek 
ekonomi, politik dan sosial11.Dengan adanya regionalisme maka fenomena 
integrasi menjadi semakin mudah dilakukan.Hal ini juga disebabkan karena 
adanya sifat ketergantungan antara pihak-pihak yang berada dalam suatu 
kawasan dalam pada berbagai aspek, baik itu ekonomi, politik, sosial dan 
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budaya.Fenomena ini menjadi semakin sulit dihindari utamanya di tengah 
perkembangan hubungan internasional yang semakin global. 
Uni Afrika merupakan salah satu bentukimplementasi  regionalisme 
di Afrika.Negara – negara anggota Uni Afrika yang keseluruhannya berasal 
dari Afrika menjadi indikator utama dalam mengidentifikasi tujuan Uni 
Afrika.Selain sebagai organisasi regional, Uni Afrika juga dapat di 
identifikasi sebagai organisasi internasional.Organisasi Internasional menurut 
Cheever dan Haviland adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional 
yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu 
persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat 
timbal balik melalui peretemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf 
secara berkala.Terdapat dua macam organisasi internasional secara umum, 
yakni IGO (Intergovernmental Organization) dan INGO (International Non-
governmental Organization)12.Uni Afrika termasuk dalam IGO, yakni 
organisasi antar-pemerintah yang anggotanya terdiri atas negara-negara yang 
ada di benua Afrika. 
Pendekatan Liberal merupakan awal mula fokus dunia internasional 
terhadap aktor-aktor seperti organisasi internasional.Ide tersebut pertama 
dikemukakan oleh Haas (paradigma liberalism institusionalisme).Pokok 
pemikiran Liberal Institusionalisme menyatakan bahwa adanya 
ketidakmampuan pemerintah negara dalam memberikan kesejahteraan dan 
keamanan kepada warga negara tersebut.Organisasi internasional memiliki 
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obligasi moral dalam menutupi kekurangan tersebut, melalui optimalisasi 
organisasi internasional yang mampu fasilitasi kepentingan nasional 
bersama13. 
Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi internasional seperti 
Uni Afrika melewati berbagai tahapan yang diatur berdasarkan proses yang 
telah disepakati bersama, dan keseluruhan proses ini tidak terlepas dari 
kepentingan nasional negara-negara. Sebuah negara tentu sangat 
membutuhkan kehadiran dari sebuah organisasi internasional dalam keadaan 
dimana negara tersebut tidak mampu menyelesaikan sebuah masalah (isu 
politik, ekonomi, atau isu lainnya) tanpa bantuan aktor tersebut14.Masalah 
yang utama dihadapi oleh negara-negara adalah dalam merealisasikan sebuah 
bantuan dengan organisasi internasional, Negara memiliki obligasi untuk 
menyerahkan sebagian dari kedaulatannya kepada organisasi internasional 
tersebut. Hal tersebut terjadi sebab dalam memberikan asistensi, organisasi 
internasional pasti membutuhkan pergerakan yang leluasa dalam melakukan 
sidang yang nantinya akan menentukan bentuk asistensi yang diberikan. 
Perbedaan merupakan hal yang mendasari konflik apapun yang 
ada.Konflik merupakan perbedaan dalam hal sosio-kultural, politik, ataupun 
ideologi sehingga membuat seseorang atau kelompok melakukan perlawanan 
dimana salah satu bentuknya adalah melalui kekerasan.15Konflik dalam 
konteks hubungan internasional dapat dipecahkan dalam dua kategori, yaitu 
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external conflict, dan internal conflict.Perbedaan keduanya pada dasarnya 
terletak pada tingkatan dari konflik tersebut, dimana ada konflik yang 
berlangsung di dalam sebuah negara, dan konflik yang terjadi antar negara16. 
Berbagai macam konflik tentunya membutuhkan mekanisme resolusi 
konflik yang berbeda. Mekanisme resolusi konflik yang tepat dibutuhkan 
agar tidak terjadi eskalasi konflik dan konflik bisa dipecahkan dengan 
cepat.Terdapat beberapa konflik yang membutuhkan mediator dalam 
penyelesaiannya, bahkan ada pula yang membutuhkan sebuah tindakan 
koersif. Krisisyang terjadi di Somalia awalnya di dasari oleh persaingan 
faksi–faksi yang juga membawa identitas klan, dalam memperebutkan 
kekuasaan. Hal ini yang memicu perang saudara di Somalia sehingga 
menyebabkan runtuhnya pemerintahan yang ada di Somalia pada tahun 
1991.Somalia kemudian menjadi negara tanpa pemerintah dan jatuh dalam 
krisis dikarenakan absennya institusi negara dalam kehidupan masyarakat. 
Johan Galtung menjelaskan mengenai asymmetric conflict dan 
symmetric conflict. Asymmetric Conflict merupakan konflik yang terjadi 
antara aktor yang memiliki kekuatan tidak imbang, misalnya konflik antara 
mayoritas dan minoritas, antara pemerintahan dan kelompok separatis. 
Symmetric Conflict merupakan konflik diantara dua aktor yang tidak 
memiliki sumber daya yang signifikan17. Galtung kemudian menjelaskan 
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bahwa dalam resolusi konfliknya, beberapa perubahan perlu dilaksanakan 
yakni de-eskalasi konflik, dan upaya transformasi hubungan dan kepentingan 
yang bertabrakan antar aktor yang berkonflik. 
Suatu negara yang terlibat dalam konflik baik dengan negara/pihak 
lainnya maupun konflik internal, dalam penyelesaiannya memerlukan sebuah 
resolusi konflik. Resolusi konflik yang tercantum dalam Paris Treaty 1928, 
dapat melalui jalur diplomatik dan jalur hukum. Jalur diplomatik terdiri dari 
negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi dan konsiliasi. Sedangkan 
jalur hukum terdiri dari arbitrase dan pengadilan internasional. Sebelum 
akhirnya sampai kepada hasil dari resolusi konflik. Ada pula tahapan yang 
dilalui untuk mencapai damai, yaitu peace keeping, peace making, dan peace 
building. Peace keeping merupakan proses menghentikan atau mengurangi 
aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan perang sebagai 
penjaga perdamaian yang netral. Peace making merupakan proses yang 
bertujuan mempertemukan sikap politik dan strategis dari pihak-pihak yang 
bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit 
(pemimpin). Peace building adalah proses implementasi perubahan atau 
rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi, demi tercapainya perdamaian18. 
Konsep Regionalisme, Organisasi Internasional, Konflik dan Resolusi 
Konflik akan digunakan dalam menganalisa peranan Uni Afrika dalam 
penanganan krisis dan upaya pemeliharaan perdamaian di Somalia. Ketiga 
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konsep akan digunakan dalam mendapatkan jawaban terhadap aktor yang 
paling bertanggung jawab terhadap kondisi Somalia saat ini, dan resolusi 
yang tepat diterapkan seperti apa. Konsep tersebut akan penting dalam 
mendalami rumusan-rumusan masalah yang telah dibatasi oleh penulis 
sebelumnya. Namun, tujuan utama dari konsep-konsep tersebut adalah 
penanganan krisis dan upaya pemeliharaan perdamaian di Somalia. 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif, dimana 
metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta dari 
usaha pemeliharaan perdamaian di Somalia oleh Uni Afrika. 
2. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder, yang diperoleh 
dari berbagai literature dan hasil olahan yang diperoleh dari berbagai 
sumber. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah 
pustaka (Library Search)yaitu dengan cara mengumpulkan data dari 
literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan 
kemudian menganalisanya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, 
jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun 
laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis 
teliti. Bahan-bahan tersebut akan dikumpulkan dari tempat-tempat 
berikut ini: 
a. Center for Strategies and International Studies (CSIS) di Jakarta. 
b. United Nations Information Center (UNIC) di Jakarta. 
c. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar 
d. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin di Makassar 
4. Teknik Analisis Data  
Teknik Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data kualitatif, dengan menganalisa kemudian disimpulkan 
sedangkan data kuantitatif digunakan sebagai data pelengkap untuk 
menjelaskan data kualitatif. 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode deduktif, dimana 
penulis terlebih dahulu akan menggambarkan permasalahan secara 






A. Regionalisme dan Organisasi Internasional 
Negara mempunyai kepentingan nasional yang ingin dicapai. Dalam 
mencapai tujuan ini, negara melakukan berbagai cara dalam memenuhi 
kepentingan nasionalnya. Kebijakan – kebijakan yang dibuat dan dirumuskan 
oleh sebuah negara akan bergerak menuju pencapaian kepentingan nasional. 
Kondisi dalam negeri dijadikan landasan utama dalam perumusan sebuah 
kebijakan luar negeri. Faktor eksternal juga sangat berperan penting dalam 
perumusan kebijakan luar negeri dan akan menentukan arah interaksi luar 
negeri sebuah negara terhadap negara lain.  
Kepentingan nasional suatu negara tidak dapat dicapai jika hanya 
mengandalkan kondisi dalam negeri.Terlebih lagi sebuah negara yang 
memiliki keterbatasan dalam penegelolaan sumber daya negara 
tersebut.Diperlukan interaksi – interaksi dengan negara lain dalam 
menunjang usaha pencapaiannya. Interaksi seperti ini kemudian mendorong 
suatu negara dalam membentuk sebuah pola komunikasi antara satu negara 
dengan negara lainnya, terlebih lagi dalam sebuah regional atau wilayah 
geografis yang berdekatan dengan negara tersebut. Pola interaksi antar satu 
atau dua negara yang saling berdekatan secara geografisakan menimbulkan 
dinamika baru dalam pola hubungannya. Interaksi ini kemudian bergerak 
menuju ke arah integrasi regional atau regionalisme. 
Regionalisme adalah fenomena yang merupakan bentuk lanjutan dari 
integrasi. Menurut Joseph S. Nye, dalam buku Regionalism in World Politics, 
regionalisme adalah sebuah fenomena ketika sekelompok negara yang berada 
dalam wilayah geografis yang berdekatan kemudian melakukan interaksi dan 
menimbulkan ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya baik 
dalam bidang sosial, ekonomi dan politik19.  
Menurut Louise Fawcett20, Regionalisme adalah 
a policy and project whereby states and non-state actors cooperate 
and coordinate strategy within a given region. Here aspects of regime 
theory are helpful in identifying norms, rules and procedures around 
which the expectations of different actors converge. 
 
Dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa Regionalisme merupakan 
sebuah kebijakan dan proyek dimana aktor negara dan non-negara saling 
bekerjasama dan berkordinasi satu sama lain di dalam sebuah region, yang 
dalam hal ini merupakan wilayah geografis yang saling berdekatan satu sama 
lain yang disepakati bersama. Aspek dalam teori rezim dapat membantu 
dalam memahami dan mengidentifikasi norma, peraturan dan prosedur yang 
digunakan dalam berinteraksi dengan negara lain.Aspek kemanan dalam 
sebuah region atau kawasan juga menjadi perhatian penting mengapa 
fenomena regionalisme berkembang. 
Regionalisme memiliki tujuan – tujuan yang ingin dicapai.Salah satu 
tujuan dari regionalisme adalah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi 
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dalam sebuah wilayah dan mengejar tujuan yang disepakati bersama. Sebagai 
sebuah lembaga internasional yang berada dalam wilayah dan mengusung 
tujuan yang sama bagi setiap anggotanya, Uni Afrika muncul sebagai sebuah 
manifestasi regionalisme yang ada di Afrika. Berbagai permasalahan yang 
dihadapi oleh negara-negara Afrika mendorong tiap-tiap negara untuk 
mencari jalan keluar permasalahan tersebut ke luar wilayah negara. 
Permasalahan yang terjadi di negara – negara di Afrika umumnya disebabkan 
oleh konflik, baik itu internal maupun eksternal.Konflik internal yang 
melibatkan etnis atau kelompok sosial dalam sebuah negara maupun konflik 
eksternal yang saling dipengaruhi oleh dinamika politik yang berlangsung 
antar negara yang berkonflik. 
Regionalisme merupakan fenomena yang timbul akibat dari 
globalisasi.Globalisasi menjadikan batas - batas wilayah negara seakan 
menipis dan dekat dikarenakan laju pertumbuhan arus informasi dan 
komunikasi yang semakin pesat.Akses terhadap informasi dapat menjadi hal 
yang krusial dalam penyelesaian sebuah konflik, dimana jika terjadi bias 
dalam menginterpretasi informasi yang terkait dengan suatu konflik maka 
dapat memperburuk kondisi konflik, bukan menyelesaikan. Hal inilah yang 
mendorong negara untuk berinteraksi dengan negara lain, dimulai dari negara 
yang berada dalam region yang sama. 
Uni Afrika merupakan sebuah bentuk regionalisme yang kemudian 
berlanjut sebagai sebuah organisasi regional-internasional yang menaungi 
negara-negara yang ada di benua Afrika.Menurut Bowett, organisasi 
internasional adalah: “permanent associations (i.e. postal or railway 
administration), based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral 
type and with some definite criterion of purpose”21. Berdasarkan definisi 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional didirikan atas 
suatu perjanjian tertentu dan didirikan berdasarkan tujuan tertentu, di bidang 
tertentu pula.  
Coloumbus dan Wolfe memberikan definisi mengenai organisasi 
internasional dengan menggunakan pendekatan atas tiga peringkat berbeda22:  
1. Organisasi internasional dapat didefinisikan menurut tujuan-tujuan 
yang diinginkannya.  
2. Organisasi internasional dapat didefinisikan menurut lembaga-lembaga 
internasional yang ada atau menurut model-model ideal dan cetak biru 
institusi-institusi masa depan.  
3. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu proses 
pemikiran regulasi pemerintah mengenai hubungan antar aktor-aktor 
negara dan aktor-aktor bukan negara. 
Ada banyak definisi yang menjelaskan tentang organisasi 
internasional itu sendiri.Meskipun demikian, penulis akan menggunakan 
definisi organisasi internasional yang berdasarkan organisasi antara 
pemerintahan negara. Organisasi Internasional merupakan wadah negara-
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negara dalam menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerjasama yang 
sifatnya koordinatif maupun subordinatif.Definisi tersebut merupakan 
karakteristik umum dari sebuah organisasi internasional, apabila dilihat dari 
segi fungsi dan tujuan dari organisasi internasional tersebut. 
Organisasi Internasional menurut Cheeverdan Havilandadalah 
pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-
negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan 
fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik melalui pertemuan-
pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. 
Namun sekarang tujuan berdirinya sebuah organisasi internasional 
sangat beragam, sehingga secara umum organisasi internasional memiliki 
beberapa ciri yang disebutkan oleh Leroy Bennet23, yaitu:  
1. A permanent organization to carry on a continuing set of 
functions;  
2. Voluntary membership of eligible parties;  
3. Basic instrument stating goals, structure, and methods of 
operation;  
4. A broadly representative consultative conference organ;  
5. Permanent secretariat to carry on continous administrative, 
research and information functions.  
Berangkat dari definisi yang dikemukakan oleh Leroy Bennet 
tersebut, dapat dilihat bahwa organisasi internasional merupakan lembaga 
yang sangat terorganisir.Meskipun demikian, yang paling penting dilihat 
dalam sebuah organisasi internasional adalah tujuan dari organisasi itu 
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sendiri.Dalam tujuan dijelaskan mengenai dasar dan landasan organisasi 
tersebut terdapat penjelasan yang jelas tentang kinerja dan sistem yang 
diterapkan dalam organisasi tersebut.Tujuan dari Uni Afrika itu sendiri 
tertuang pada artikel 3 Constitutive Act of The African Union24, yakni; 
1. achieve great unity and solidarity between the African countries 
and peoples of Africa;  
2. defend the sovereignty, territorial integrity, and independence of 
its Member States;  
3. accelerate the political and socio-economic integration of the 
continent;  
4. promote and defend African common positions on issues of interest 
to the continent and its peoples;  
5. encourage international cooperation, taking due account of the 
Charter of the United Nations and the Universal Declaration of 
Human Rights;  
6. promote peace, security, and stability on the continent; promote 
democratic principles and institutions, popular participation, and 
good governance;  
7. promote and protect human and peoples’ rights in accordance with 
the African Charter on Human and Peoples’ Rights and other 
relevant human rights instruments;  
8. establish the necessary conditions which enable the continent to 
play its rightful role in the global economy and in international 
negotiations; 
9. promote sustainable development at the economic, social, and 
cultural levels as well as the integration of African economies;  
10. promote cooperation in all fields of human activity to raise the 
living standards of African peoples;  
11. coordinate and harmonize the policies between the existing and 
future Regional Economic Communities for the gradual attainment 
of the objectives of the Union;  
12. advance the development of the continent by promoting research in 
all fields, in particular in science and technology; and 
13. work with relevant international partners in the eradication of 
preventable diseases and the promotion of good health on the 
continent. 
 
Beragam tujuan di atas menunjukkan usaha Uni Afrika untuk 
memajukan negara-negara di benua Afrika.Pembangunan dalam setiap 
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konteks di Afrika menjadi tujuan besar Uni Afrika didirikan.Termasuk pula 
dalam hal penyelesaian masalah-masalah sosial yang terjadi di benua Afrika, 
seperti kelaparan, bencana alam dan penyelesaian konflik-konflik yang 
terjadi.Maka dari itu, Uni Afrika memiliki tanggung jawab dalam 
menyelesaikan konflik yang terjadi di Somalia.Kesadaran tiap negara yang 
tergabung dalam sebuah organisasi internasional sangat dibutuhkan dalam 
mencapai tujuan organisasi.Hal ini dibutuhkan agar sebuah organisasi 
mengalami perkembangan.Inis L. Claude Jr25mengemukakan beberapa 
prasyarat yang harus dipenuhi;  
1. The world must be divided into a number of states as independent 
political units;  
2. A substantial measure of contact must exist between sub-devision;  
3. The states must develop an awareness of the problem which arise 
out of their coexistence;  
4. On this basis they must recognize the need for creation of 
institutional devices and systematic methods for regulating their 
relation each other.  
Negara yang tergabung dalam sebuah organisasi internasional sudah 
pasti harus mematuhi semua peraturan yang diterapkan di dalamnya. Jika 
terjadi pelanggaran maka negara akan dikenakan sanksi hukum internasional, 
mengingat bahwa hukum yang digunakan oleh organisasi internasional 
adalah hukum internasional. Ini menjadi alat organisasi internasional dalam 
mengeluarkan kebijakan yang sifatnya mengikat negara – negara anggotanya. 
Penulis akan menggunakan beberapa definisidi atasdalam 
menjelaskan peranan Uni Afrika sebagai sebuah bentuk regionalisme dan 
organisasi internasional dalam penanganan konflik yang terjadi di Somalia. 
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Ada beberapa hal yang akan menjadi fokus penulis, yakni mekanisme 
penentuan anggota, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anggota Uni 
Afrika dan sifat dari keputusan yang dihasilkan tersebut. Penulis juga akan 
lebih spesifik mengenai peranan African Union Mission in 
Somalia(AMISOM), misi peacekeeping yang dibentuk oleh Uni Afrika dalam 
menangani konflik di Somalia.  
Anggota Uni Afrika terdiri atas negara – negara yang berada di benua 
Afrika.Terdapat 53 negara anggota yang terdaftar di Uni Afrika melalui 
Constitutive Act yang dikeluarkan sejak tahun 200026.Semua anggota 
merupakan negara yang berada di benua Afrika.Walaupun Maroko termasuk 
dalam benua Afrika, Maroko hanya terdaftar sebagai anggota khusus dalam 
organisasi dan mendapatkan manfaat dari status tersebut. Setiap negara 
anggota memiliki kedudukan dan status yang sama dalam Uni Afrika.  
Dalam menjalankan tugasnya, ada beberapa badan yang terdapat di 
dalam Uni Afrika.Kesemua badan ini memiliki tugas dan fungsi spesifik 
untuk memudahkan pembagian kerja dan wilayah tanggung jawab masing – 
masing badan.Peace and Security Council (PSC) bertugas dalam mencegah, 
menangani dan menyelesaikan konflik yang ada di Afrika. Penulis akan fokus 
membahas mengenai peranan dan kendala African Union Mission in Somalia 
(AMISOM), yaitu misi yang di bentuk oleh Uni Afrika melalui PSC dalam 
menangani krisis yang terjadi di Somalia. 
                                                          
26Ibid, hal. 16. 
Peace and Security Council(PSC)yang dimana merupakan badan 
yang serupa dengan Dewan Keamanan yang dimiliki oleh PBB, yakni 
bertugas untuk mencegah, menangani dan menyelesaikan konflik yang terjadi 
di Uni Afrika. PSC juga bertugas memberikan rekomendasi dan tindakan 
yang harus diperlukan terhadap sebuah konflik yang berlangsung. Misi 
Peacekeepingmerupakan salah satu hasil dari sebuah proses pengambilan 
keputusan Uni Afrika terhadap usahanya dalam menangani dan 
menyelesaikan konflik yang terjadi di Afrika.  
Penggunaan konsep regionalisme dan organisasi internasional 
diharapkan dapat menjelaskan keterlibatan dan peranan Uni Afrika dalam 
menangani konflik di Somalia. Penulis akan fokus kepada African Union 
Mission in Somalia (AMISOM), misi peacekeepingyang dibentuk oleh PSC 
serta apa saja peranan dan kontribusinya dalam penyelesaian konflik dan 
pemeliharaan perdamaian di Somalia. 
B. Konflik dan Resolusi Konflik 
Interaksi antar manusia jika dijabarkan secara umum hanya memiliki 
dua kategori, yakni interaksi yang kooperatif atau kerjasama dan interaksi 
yang bersifat konfliktual.Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa 
dipisahkan dalam kehidupan manusia.Perbedaan pendapat antara individu 
dapat memicu terjadinya konflik. Konflik yang tadinya berskala kecil, jika 
dibiarkan maka akan meluas dan menyebar ke dalam masyarakat. Hal ini 
kemudian akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap sebuah 
masyarakat dan bukan tidak mungkin akan menimbulkan korban jiwa jika 
tidak ditangani dengan segera. Akar konflik internal dalam suatu negara juga 
bisa berasal dari perbedaan kepentingan antar kelompok. Perbedaan 
kepentingan tersebut yang tidak mampu diselesaikan dapat menyebar dan 
mempengaruhi kondisi internal suatu negara. 
Terdapat banyak definisi dan pemahaman mengenai konflik. Menurut 
Lewis A. Coser, konflik merujuk ke suatu keadaan dimana sekelompok orang 
yang teridentifikasi menurut kategori tertentu (suku, etnis, bahasa, 
kebudayaan, agama, sosial, ekonomi, politik, ataupun kategori lainnya) 
secara sadar terlibat dalam perselisihan atau pertentangan dengan satu atau 
lebih kelompok orang lainnya karena mereka sama-sama mengejar tujuan-
tujuan yang bertentangan (incompatible goals). Perselisihan atau 
pertentangan yang dimaksud dapat berupa perjuangan terhadap upaya 
mendapatkan nilai-nilai tertentu ataupun klaim terhadap status, kekuasaan, 
dan sumber-sumber yang terbatas ketersediaannya yang didalam proses 
berlangsungnya konflik ditandai dengan upaya pihak-pihak yang terlibat 
saling menetralisir, mencederai, bahkan sampai dengan upaya-upaya 
mengeliminiasi keberadaan lawan.27 
Definisi konflik lainnya dikemukakan oleh Dahrendorf 
mendefinisikan konflik sebagai sebuah keadaan yang terjadi akibat adanya 
tekanan yang mengelilingi keputusan dalam beberapa pilihan, yang kadang 
dimanifestasi melalui konfrontasi antar pihak28. Azar berpendapat, bahwa 
konflik merupakan perbedaan dalam opini, pertentangan, dan argumen yang 
                                                          
27
 Vinsensio Dugis, Konflik dan Resolusi Konflik, CSGS Publisher, 2011, hal.5 
28
 Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse dan Hugh Miall, loc. cit, hal.19. 
terjadi dalam sebuah hubungan manusia, dalam organisasi, komunikasi, 
ataupun dalam tingkatan internasional29. Pertentangan argumen yang terjadi 
diantara kelompok masyarakat dalam suatu negara dapat meluas menjadi 
konflik antar negara jika tidak ditangani dengan baik. 
Pemahaman mengenai konflik yang begitu luas membuat analisa 
mengenai penyebab konflik menjadi lamban. Maka dari itu beberapa peneliti 
mencoba memberi definisi konflik yang lebih spesifik, untuk mendapatkan 
pemahaman yang jelas dan rinci mengenai konflik. John W. Burton30 
memberikan sebuah perbedaan definisi antara konflik dan sengketa, dimana 
kedua hal ini sering digunakan secara bersamaan. Burtonmenjelaskan Konflik 
sebagai tantangan terhadap norma-norma yang berlaku, hubungan, dan 
peraturan dalam pengambilan keputusan, sehingga konflikpun terjadi. 
Sengketa di sisi lain merupakan keadaan ketidakpuasan terhadap sebuah 
implementasi kebijakan, sehingga sengketa tidak dapat dihindari. 
Konflik dapat pula dipahami berdasarkan pihak – pihak yang terlibat, 
baik itu individu antar individu, indvidu dengan kelompok, kelompok dengan 
kelompok, maupun antara satu negara dan yang lainnya. Konflik seperti ini, 
bisa saja memiliki latar belakang yang berbeda, tergantung pihak yang 
terlibat di dalamnya. Kondisi pihak yang terlibat, nilai – nilai yang 
diperjuangkan dan juga komposisi kekuatan masing – masing pihak perlu 
diketahui lebih lanjut sebelum menuju dalam tahapan resolusi konflik. Hal ini 
perlu dipahami dengan baik sebelum berusaha menyelesaikan sebuah konflik, 
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karena bisa saja langkah yang diambil tidak sesuai dengan kondisi dan bisa 
saja memperparah kondisi yang terbangun. Untuk itu, perlu adanya 
identifikasi mengenai siapa saja aktor yang terlibat dan apa saja kepentingan 
yang diperjuangkan oleh masing - masing pihak. 
Konflik antar kelompok dalam sebuah negara merupakan salah satu 
contoh konflik yang rumit dalam penyelesaiannya. Perbedaan menjadi dasar 
penyebab konflik yang terjadi, baik itu perbedaan pandangan, kepentingan 
maupun kekuasaan. Bahkan dalam perkembangannya, sebuah konflik antar 
kelompok dalam suatu negara dikarenakan adanya perlakuan berbeda atau 
diskriminasi terhadap sebuah kelompok oleh pemerintah suatu negara. 
Banyak faktor yang bisa menjadi dasar sebuah konflik. Adanya kebutuhan 
ekonomi yang tidak mampu dipenuhi dikarenakan akses yang terbatas, 
ataupun adanya sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar manusia yang juga adalah salah satu contoh sumber terjadinya konflik. 
Dalam konteks hubungan internasional, Ross berpendapat bahwa konflik 
dalam beberapa negara terjadi akibat adanya pencampuran konsiderasi sosio-
ekonomi dan budaya, dengan status kelompok minoritas dalam ranah 
politik31. 
Konflik antar etnis misalnya, bisa disebabkan oleh adanya penolakan 
terhadap kondisi dalam negeri yang dirasa tidak memberikan manfaat apapun 
bagi etnisnya. Penolakan ini bisa saja terhadap sistem politik yang tidak 
mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak maupun pembangunan 
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ekonomi yang tidak merata hingga merugikan bagi etnis atau kelompok 
tertentu. Atas dasar ini, asumsi diskriminasi terhadap sebuah kelompok atau 
etnis bisa muncul dan mengakibatkan konflik terjadi. Konflik juga bisa 
disebabkan oleh hal yang multi-dimensional. Yang berarti bahwa konflik bisa 
disebabkan oleh berbagai macam sumber yang saling berkaitan dan tidak bisa 
dipisahkan satu sama lain. Selain itu, terdapat 4 faktor yang menyebabkan 
timbulnya konflik di negara – negara berkembang. : Proses pembentukan 
negara dan bangsa, bangkitnya etnisitas dan nasionalisme, faktor sosial 
ekonomi, dan keterkaitan antara perlombaan senjata dan konflik32.  
Penyelesaian dan penanganan sebuah konflik akan sangat 
membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap aspek – aspek yang 
terlibat dalam sebuah konflik. Sebuah gambaran umum mengenai konflik 
akan sangat dibutuhkan dalam prosesnya. Ho-Won Jeongmemberikan 
beberapa indikator yang dapat digunakan untuk membuat pemetaan sebuah 
konflik. Secara umum indikator ini terbagi atas 4 bagian yaitu: parties, goals, 
issues dan interests.33 
Parties merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Dalam 
analisis aktor, pemetaan dapat difokuskan pada individu atau kelompok yang 
dapat mempengaruhi dinamika konflik. Setiap pihak yang terlibat dalam 
konflik memilikikapasitas yang berbeda untuk mengejar kepentingan mereka 
dalam sebuah konflik. Selain aktor-aktor yang menjadi pihak yang 
berkonflik, terdapat pula aktor-aktor yang dapat terlibat secara tidak 
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langsung. Meskipun tidak terlibat secara langsung, namun dampak yang 
dihasilkan dapat langsung dirasakan pada proses jalannya sebuah konflik. 
Aktor-aktor yang dimaksud adalah sekutu dari pihak yang berkonflik yang 
membantu menyediakan sumber daya.Pihak ketiga yang hadir sebagai 
penengah apakah itu sebagai arbitrator, mediator, dan lain-lain bisa pula 
menjadi aktor yang terlibat dalam konflik. 
Goals (target) adalah sebuah kondisi masa depan yang memotivasi 
aktor-aktor untuk terlibat dalam konflik. Goals dapat berbentuk sesuatu yang 
nyata (tangible) seperti wilayah, politik, dan ekonomi atau bisa pula 
berbentuk tidak nyata (less tangible) seperti gengsi dan kehormatan/rasa 
hormat.Target yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat ini dapat berubah 
seiring waktu, mengingat sifat dari konflik itu sendiri yang dinamis.Sumber 
daya yang dimiliki oleh aktor sangat berpengaruh terhadap pencapaian target. 
Seringkali sebuah aktor yang awalnya memiliki target yang besar, namun 
pada akhirnya hanya dapat meraih target yang tergolong sangat minim akibat 
sumber daya yang minim atau berkurang akibat konflik yang 
berkepanjangan.  
Issues (persoalan) merupakan titik pertentangan yang ingin 
diselesaikan dalam sebuah konflik.Persoalan biasanya merupakan persoalan 
yang menyangkut nilai-nilai, atau seputar aspirasi dalam sebuah hubungan 
antar individu maupun kelompok.Kompleksitas penyelesaian sebuah konflik 
dapat meningkat jika terdapat beberapa isu yang menjadi persoalan diantara 
aktor yang berkonflik.Persoalan dalam sebuah konflik harus ditelaah secara 
cermat, karena terdapat kemungkinan persoalan yang lebih jauh lagi daripada 
fenomena yang terlihat di permukaan.Jika tidak dicermati dengan spesifik, 
isu-isu spesifik seperti kekejaman aparat negara dapat menjadi sebuah isu 
nasional yang kemudian memunculkan isu-isu lain yang bersifat lebih besar 
seperti ketimpangan ekonomi dan sebagainya. 
Interests (kepentingan) di sini mengacu kepada isu politik, ekonomi, 
dan aspirasi sosial dari individu maupun kelompok.Aspirasi-aspirasi ini 
merupakan hal-hal yang ingin dicapai oleh para aktor yang 
berkonflik.Pertentangan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya 
dapat muncul akibat adanya nuansa kompetisi diantara pihak yang saling 
berinteraksi. Ketika gesekan antara dua pihak yang berkepentingan telah 
terjadi, maka harus diadakan proses fasilitasi antara keduanya. Tidak jarang 
proses fasilitasi ini mendapatkan jalan buntu karena masing-masing pihak 
ingin mendapatkan keuntungan yang lebih daripada pihak lainnya. 
Identifikasi lain dari bentuk konflik adalah konflik vertikal dan 
horizontal. Konflik vertikal dalam artian konflik yang melibatkan pemerintah 
dengan kelompok – kelompok sosial non-pemerintah yang terjadi dalam 
sebuah lingkup negara. Konflik horizontal dapat diartikan sebagai konflik 
yang melibatkan antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang 
lain. Konflik vertikal dapat juga dikatakan sebagai konflik domestik, 
sedangkan konflik eksternal/internasional adalah konflik antarnegara34.Hal 
ini juga sesuai dengan pernyataan Johan Galtung,Johan Galtung menjelaskan 
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mengenai asymmetric conflict dan symmetric conflict.Asymmetric Conflict 
merupakan konflik yang terjadi antara aktor yang memiliki kekuatan tidak 
imbang, misalnya konflik antara mayoritas dan minoritas, antara 
pemerintahan dan kelompok separatis.Symmetric Conflict merupakan konflik 
diantara dua aktor yang tidak memiliki sumber daya yang 
signifikan35.Galtung kemudian menjelaskan bahwa dalam resolusi 
konfliknya, beberapa perubahan perlu dilaksanakan yakni de-eskalasi konflik, 
dan upaya transformasi hubungan dan kepentingan yang bertabrakan antar 
aktor yang berkonflik. 
Selain hal yang disebutkan di atas, penting untuk mengetahui 
mengapa sebuah konflik terjadi.Pihak – pihak yang terlibat dalam suatu 
konflik sudah jelas memiliki tujuan – tujuan yang ingin dicapai.Hal ini 
penting untuk diidentifikasi sebelum melangkah dalam tahap resolusi konflik 
yang selanjutnya. Tujuan dalam hal ini bisa digambarkan sebagai hal yang 
diusung oleh pihak yang berkonflik, apakah itu tujuan ekonomi, sosial, 
budaya, maupun hal lain yang bersifat kondisional. Identifikasi ini bersifat 
krusial dikarenakan hal ini bisa menjadi dasar dalam perundingan suatu 
konflik dan mencegah terjadinya konflik yang meluas. 
Dalam meresolusi sebuah konflik, Johan Galtung menawarkan 
resolusi konflik yang memiliki relevansi dalam kasus yang dihadapi 
Somalia.menurut Galtung, ada 3 proses yang harus dilalui sebelum 
perdamaian dapat dibangun. Proses tersebut adalahpeacekeeping, 
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peacemaking dan peacebuilding. Peacekeeping adalah proses menghentikan 
atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan 
peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Konflik yang terjadi di 
Somalia memerlukan pihak ketiga untuk menengahi permasalahan yang 
terjadi antar kelompok oposisi dengan pemerintah transisi yang ada. Peranan 
pihak ketiga yang netral akan sangat menunjang upaya rekonsiliasi. Hal ini 
juga diperlukan untuk mengurangi atau bahkan menghentikan kekerasan 
yang terjadi. 
Terminologi Peacekeeping sangat sering digunakan untuk 
menggambarkan misi perdamaian yang melibatkan PBB atau berada di 
bawah komando PBB secara langsung. Pun jika keterlibatan PBB dianggap 
tidak tepat atau tidak mungkin, maka PBB melalui Dewan Keamanan dapat 
melegalkan keterlibatan aktor organisasi internasional atau regional lain, 
seperti North Atlantic Treaty Organization (NATO), Uni Afrika (UA) 
ataupun koalisi negara-negara36.Penggunaan terminologi tidak terlalu banyak 
disebutkan dalam Piagam PBB yang kemudian memberikan fleksibilitas 
terhadap sebuah misi perdamaian secara khusus di Afrika dimana pada 
banyak kasus tidak memiliki perdamaian untuk dijaga.Fleksibilitas ini 
memberikan arti yang luas terhadap terminologi peacekeeping dimana pada 
banyak kasus, sebuah operasi peacekeeping dapat memiliki elemen 
peacebuilding, peacemaking, ataupun resolusi lain yang dianggap perlu dan 
dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah konflik. 
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Peacemaking adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau 
merekonsiliasi sikap politik dan strategis dari pihak – pihak yang bertikai 
melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada level elit atau pimpinan. 
Penyelesaian permasalahan yang terjadi dapat dilakukan dengan 
mempertemukan pihak – pihak yang bertikai untuk berupaya menyelesaikan 
masalah melalui negosiasi atau perundingan. Hal ini diharapkan akan 
menghasilkan perjanjian yang disepakati oleh pihak yang ada. Pihak yang 
melaggar perjanjian tersebut akan dijatuhi sanksi sesuai dengan kesepakatan 
bersama pihak yang terlibat. 
Peacebuilding adalah proses implementasi perubahan atau 
rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang 
langgeng. Peacebuilding diharapkan dapat mengubah negative peace (the 
absence of violence) berubah menjadi positive peace dimana masyarakat 
merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan 
politik yang efektif37. Proses pembangunan pasca konflik merupakan fokus 
utama pihak yang terlibat konflik. Pihak ketiga yang terlibat dalam hal ini 
menjadi pengawas dalam penerapan perjanjian yang telah disepakati masing-
masing pihak.Upaya untuk menghindari konflik pada tahap ini merupakan 
hal yang krusial demi menjaga kelangsungan kondisi pasca konflik, karena 
salah sedikit saja maka konflik dapat kembai tersulut dan kembali menyebar. 
Tahap selanjutnya dalam resolusi konflik adalah mekanisme apa yang 
akan digunakan dalam usaha penyelesaian sebuah konflik. Ada beberapa 
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macam mekanisme resolusi konflik yang sering digunakan, tetapi penulis 
akan mencoba memfokuskan pada mekanisme resolusi konflik yang 
melibatkan pihak ketiga dalam bentuk misi Peace Support Operation (PSO), 
yang dimana dalam hal ini adalah African Union Mission in Somalia 
(AMISOM) sebagai perpanjangan tangan Uni Afrika dalam menghadapi 
situasi di Somalia. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan Somalia 
dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dikarenakan absennya peranan 





PERKEMBANGAN PENANGANAN KONFLIK DI SOMALIA  
2007 – 2012 
 
A. Dinamika Konflik di Somalia 
Konflik yang berkepanjangan merupakan hal yang sering ditemui di 
Benua Afrika.Entah itu konflik sumber daya alam, konflik etnis, maupun 
konflik yang memperebutkan wilayah.Konflik yang banyak dijumpai adalah 
konflik yang melibatkan antara satu etnis dengan etnis lainnya. Konflik etnis 
yang tidak ditangani dengan cepat akan bereskalasi menjadi perang sipil yang 
kemudian akan mengganggu stabilitas dalam sebuah negara. Pada akhirnya, 
konflik yang meluas dengan cepat ini dapat mengakibatkan kekacauan dalam 
pemerintahan Somalia. 
Somalia merupakan salah satu contoh dampak akibat dari konflik 
internal yang berkepanjangan.Konflik terjadi antara pihak-pihak yang saling 
memperebutkan kekuasaan dan pengaruh telah menjadikan negara ini berada 
dalam kondisi yang tidak stabil selama beberapa dekade.Situasi seperti ini 
menciptakan kondisi yang membahayakan keselamatan warga negara dan 
jatuhnya pemerintahan yang ada.Kontak senjata antara pihak-pihak yang 
terlibat tidak dapat dihindarkan dan menimbulkan banyak korban sipil.Situasi 





Berbicara mengenai konflik di Somalia, kaitan sejarah masa lalu 
dengan masa kini sangat erat.Konflik yang terjadi di Somalia sekarang ini 
merupakan rangkaian konflik panjang yang dimulai sejak berkuasanya 
Mohammad Siyad Barre. Mohammed Siyad Barre memperoleh 
kekuasaannya melalui kudeta militer setelah Presiden sebelumnya, 
Abdirashid Ali Shermarke, tewas ditembak oleh pengawalnya sendiri 
ketika mengunjungi Las Anod pada Oktober 1969. Mohammed Siyad Barre 
yang bertindak sebagai komandan Supreme Revolutionary Council(SRC), 
kemudian melakukan kudeta militer dan menempatkan dirinya sebagai 
Presiden Somalia pada tahun yang sama. Hal ini kemudian diikuti dengan 
perubahan nama resmi Somalia dari United Republic of Somaliamenjadi 
Somalia Democratic Republic dan diikuti dengan pembubaran parlemen 
dan mahkamah agung oleh administrasi Siyad Barre38.  
Konflik yang terjadi di Somalia merupakan konflik dalam struktur 
sosial Somalia yang dipengaruhi oleh sistem klan. Dalam memahami 
konflik di Somalia, peranan klan sangat vital karena terdapat beberapa klan 
yang memiliki pengaruh kuat pada wilayah-wilayah tertentu. Klan juga 
memiliki pengaruh besar dalam sistem ekonomi suatu wilayah dan 
memiliki sub-klan yang juga memiliki jumlah anggota yang besar. Perang 
antar klan yang terjadi merupakan awal permasalahan dasar yang terjadi di 
Somalia sejak jatuhnya Siyad Barre pada tahun 1991.  
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Warga Somalia merupakan warga yang relatif homogen dari segi 
bahasa maupun dari segi agama, jadi etnis bukanlah penyebab konflik yang 
terjadi di Somalia.Mayoritas penduduk Somalia merupakan pemeluk Islam 
dan menganut hukum adat yang disebut xeer (perpaduan hukum sipil, 
hukum adat dan hukum Islam)39. Sistem sosial yang diatur oleh klan 
menjadikan klan sebagai identitas utama antar penduduk Somalia itu 
sendiri. Ada 4 klan mayoritas yang terdapat di Somalia, yaitu Darood, Dir, 
Hawiye dan Rahanweyn yang masing-masing memiliki beberapa sub klan. 
Selain klan tersebut, ada beberapa klan minoritas dan grup (individu yang 
tidak tergabung dalam klan) dalam komposisi sosial Somalia. Diantaranya 
adalah Bantu, Barawans, dan Bajuni40.Mayoritas penduduk Somalia 
berprofesi sebagai petani, pedagang, nelayan (bagi yang berada di daerah 
pesisir) dan usaha kecil lainnya. 
Klan memiliki fungsi sebagai kesatuan support group. Support Group 
disinimerupakan semacam kelompok tempat individu mencari perlindungan 
dan dukungan. Semakin besar sebuah klan maka perlindungan dan 
dukungan yang didapatkan oleh anggota klan akan semakin besar, baik itu 
perlindungan dari ancaman yang beragam maupun dukungan persediaan 
makanan dan air ketika kekeringan melanda. Didalamnya juga termasuk 
akses terhadap kekuatan politik antar klan yang ada. Klan juga bertanggung 
jawab terhadap individu yang ada didalamnya.Maka dari itu setiap tindakan 
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yang dilakukan oleh anggota klan akan berdampak pada klannya, baik itu 
besar ataupun kecil41. 
Politik antar klan merupakan sistem yang fluktuatif. Hubungan politik 
antara klan satu dengan yang lainnya bisa dengan cepat berubah tergantung 
pada situasi yang ada. Klan yang saling bermusuhan pada awalnya bisa 
dengan mudah beraliansi dan begitu pula sebaliknya, klan yang pada 
awalnya merupakan sebuah aliansi dapat dengan mudah menjadi musuh. 
Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut, diantaranya 
adalah perebutan kekuasaan dalam sebuah wilayah dan penerjemahan yang 
berbeda mengenai hukum adat.Dinamika politik antar klan merupakan 
sesuatu yang sangat sulit untuk diprediksi diakibatkan kepentingan tiap 
klan berubah tergantung situasi dan dukungan terhadap kepentingan 
tersebut. Ketokohan dalam klan juga berpengaruh dalam sistem 
pengambilan keputusan di klan.Perebutan kekuasaan yang terjadi dapat 
bereskalasi menjadi konflik terbuka yang akhirnya akan meluas dan 
menimbulkan korban jiwa. 
Perebutan kekuasaan yang terjadi di Somalia berlangsung setiap saat. 
Setiap klan berusaha untuk mendapatkan akses atas kekuasaan dan sumber 
daya lainnya yang strategis demi kepentingan klannya. Ketika perselisihan 
antar klan tidak mampu diselesaikan dengan baik, maka hal tersebut bisa 
menjadi sumber konflik terbuka. Konflik terbuka bisa saja berlangsung 
lama dan sulit untuk diselesaikan dikarenakan sistem dalam klan itu sendiri 
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bersifat fluktuatif, berubah seiring waktu dan menyeseuaikan dengan 
kepentingan yang ingin dicapai oleh klan. Akses yang mudah terhadap 
suplai persenjataan juga menjadi faktor penyebab seringnya terjadi kontak 
senjata antar klan42. Hal inilah yang bisa memicu perang dan dapat 
membuat klan lain untuk ikut terlibat dalam perang tersebut, baik terpaksa 
maupun didasari oleh kepentingan yang sama dengan salah satu pihak atau 
bisa saja memperjuangkan kepentingannya sendiri diluar dari kepentingan 
klan yang berkonflik pada awalnya. 
Perang saudara yang terjadi di Somalia telah berlangsung sejak 
jatuhnya rezim Siyad Barre pada tahun 1991. Siyad Barre sendiri, yang 
merupakan anggota dari klanMarehan, sub-klan dari Darood, menjabat 
sebagai presiden Somalia pada 21 Oktober 1969 melalui kudeta militer. 
Kudeta ini dilaksanakan sehari setelah kematian Presiden Abdirashid Ali 
Shermarke.Dengan mengusung Supreme Revolutionary Council (SRC), 
Siyad Barre kemudian berhasil dan menempatkan dirinya sebagai presiden 
Somalia selama beberapa dekade kedepannya. 
Pemerintahan Siyad Barre memprioritaskan individu atau kelompok 
yang masih ada kaitannya dengan klanMarehaan-Darood dalam posisi – 
posisi yang ada di pemerintahan. Monopoli dan eksploitasi sumber daya 
alam untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kondisi masyarakat 
juga dilakukan oleh rezim Siyad Barre. Hal ini kemudian memicu 
timbulnya perlawanan dari klan lain yang menuntut pembagian kekuasaan 
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yang merata. Siyad Barre menanggapi hal ini dengan mengerahkan militer 
untuk mengatasi perlawanan – perlawanan yang ada. 
Tindakan Siyad Barre ini memicu munculnya beberapa kelompok 
pemberontakan yang berbasis klan. Pada dasarnya, tujuan awal kelompok – 
kelompok ini adalah untuk menjatuhkan dan mengambil alih kekuasaan 
dari Siyad Barre.Rezim Siyad Barre akhirnya jatuh pada tahun 1991 yang 
berujung pada pembubaran angkatan bersenjata Somalia dan jatuhnya 
sistem pemerintahan serta lembaga pemerintahan lainnya. Pemberontakan 
ini dilakukan oleh milisi bersenjata yang tergabung dalam beberapa 
kelompok, diantaranya adalah Somali National Movement (SNM), Somali 
Salvation Democratic Front (SSDF), United Somali Congress (USC),  
Somali Patriotic Movement (SPM), Somali Manifesto Group (SMG), 
Somalia Democratic Movement (SDM), dan Somali Democratic Alliance 
(SDA)43. Dari beberapa kelompok ini, yang dominan adalah USC yang 
dipimpin oleh Jenderal Farrah Aidid dan Ali Mahdi Muhammad. Keduanya 
berasal dari klan Hawiye, klan mayoritas yang berada di Mogadishu.  
Jatuhnya rezim Siyad Barre pada Januari 1991 menandai awal perang 
saudara yang melanda Somalia.Absennya keberadaan pemerintah dan 
hukum negara membuat konflik bersenjata meluas dan tidak 
terkendali.Vacuum of Power yang terjadi sepeninggal Siyad Barre menjadi 
perebutan beberapa pemimpin kelompok pemberontak berbasis klan, atau 
biasa juga disebut Warlord. Warlord saling memperebutkan kekuasaan 
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untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin Somalia yang baru. Jenderal 
Farrah Aidid, pemimpin dari USC memperebutkan jabatan sebagai presiden 
Somalia dengan Ali Mahdi Muhammad yang berasal dari kelompok yang 
sama. Hal ini menjadikan USC terpecah kedalam dua faksi yang masing – 
masing dipimpin oleh Farrah Aidid dan Ali Mahdi Muhammad. 
Kontak senjata antar klan terjadi di seluruh wilayah Somalia dan 
berlangsung selama beberapa tahun. Meskipun demikian, konflik antar klan 
yang terjadi di bagian utara Somalia berlangsung singkat dibanding dengan 
konflik antar klan yang terjadi di bagian selatan. Konflik yang terjadi di 
bagian utara Somalia, tepatnya di Somaliland, berlangsung singkat.Klan 
yang berkonflik mencapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata 
pada Mei 1991. Bahkan klan yang ada disana sepakat untuk mendirikan 
sebuah entitas baru yang batas – batas wilayahnya merupakan batas lama 
yang ditentukan oleh Inggris selama masa penjajahannya di wilayah 
Somaliland. Walaupun sempat mengalami konflik klan pada tahun 1994 
dan 1996, efek yang ditimbulkan tidak separah kondisi yang terjadi di 
bagian selatan. Somaliland kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai 
sebuah negara, walaupun tidak ada pengakuan yang didapat dari komunitas 
internasional44. 
Hal serupa juga terjadi di Puntland, Somalia bagian timur laut. 
Pertempuran antar klan yang terjadi berhasil diselesaikan oleh tetua – tetua 
klan. Puntland kemudian mendeklarasikan diri sebagai sebuah bentuk 
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otonomi yang terpisah dari Somalia bagian selatan pada tahun 
1998.Puntland dan Somaliland memiliki sistem pemerintahan yang berjalan 
dengan baik yang berakar dari sistem tradisional.Hal ini juga ditunjang 
dengan perkembangan ekonomi dan kondisi politik yang kondusif yang 
dimiliki oleh kedua wilayah tersebut.Sistem sosial yang tradisional berhasil 
membuat kedua wilayah tersebut berada dalam situasi politik dan ekonomi 
yang stabil dan ditunjang oleh aktivitas perdagangan yang berlangsung di 
kedua wilayah tersebut yang berbatasan dengan Teluk Aden45. 
Perkembangan di Somaliland dan Puntland ini berbanding terbalik 
dengan apa yang terjadi di Somalia bagian selatan, terutama di ibukota 
Somalia, Mogadishu. Pada awal jatuhnya rezim Siyad Barre, warlord-
warlord yang memimpin kelompok yang terlibat dalam menjatuhkan 
pemerintahan Siyad Barre kemudian berbalik saling memperebutkan 
kekuasaan.Konflik kekuasaan ini kemudian berlanjut menjadi perang 
terbuka dan menimbulkan banyak korban jiwa. Ibukota Somalia, 
Mogadishu, merupakan wilayah yang terkena dampak paling parah akibat 
perang saudara. Fasilitas dan gedung hancur dikarenakan penggunaan 
senjata berat. 
Korban jiwa yang berjatuhan akibat perang semakin banyak.Bencana 
kekeringan dan kelaparan yang melanda semakin memperburuk keadaan di 
Somalia bagian selatan.Diperkirakan ada sekitar 25.000 korban jiwa yang 
disebabkan oleh perang saudara ini dan kerusakan berbagai sarana dan 
                                                          
45Ibid 
prasarana yang ada.Wabah kelaparan yang melanda juga menewaskan 
sekitar 250-300.000 korban jiwa selama perang saudara.Warga yang berada 
di Mogadishu memilih untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan 
mengungsi.Peristiwa ini juga menciptakan gelombang eksodus yang 
mencapai wilayah Kenya, Ethiopia dan Djibouti yang berbatasan langsung 
dengan Somalia46.Perpindahan penduduk ini juga kemudian meningkatkan 
jumlah Internally Displaced Person(IDP) atau orang-orang yang 
meninggalkan tempat tinggalnya dan masih berada dalam wilayah Somalia 
dikarenakan konflik yang ada di wilayah tempat tinggalnya.Jumlah 
keseluruhan pengungsi akibat konflik Somalia adalah 3.439.297 orang, baik 
yang berada di Somalia maupun di luar Somalia47. 
Pada Juni 1991, perundingan pertama untuk membahas masa depan 
Somalia diadakan dan merupakan inisiatif dari Presiden Djibouti, Hassan 
Gulaid Abtidon. Rekonsiliasi ini mempertemukan kelompok yang terlibat 
dalam pemberontakan yang menjatuhkan Siyad Barre pada Januari 
1991.Jenderal Farrah Aidid yang mewakili USC pada rekonsiliasi di 
Djibouti itu menentang keputusan yang dihasilkan dari rekonsiliasi 
tersebut.Rekonsiliasi tersebut menunjuk Ali Mahdi Muhammad, pemimpin 
faksi yang berseteru dengan Farrah Aidid, sebagai presiden sementara 
Somalia.Perseteruan yang terjadi antara Farah Aidid dan Ali Mahdi 
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Muhammad meningkatkan intensitas kontak senjata antara faksi keduanya 
walaupun keduanya tampak akur dalam ruang perundingan48. 
PBB kemudian melakukan intervensi pada tahun 1992.Intervensi ini 
berhasil melahirkan perjanjian gencatan senjata yang disepakati oleh Farrah 
Aidid dan Ali Mahdi Muhammad. Selain itu, PBB juga meratifikasi 
pembentukan misi perdamaian di Somalia dengan namaUnited Nations 
Operation in Somalia (UNOSOM)49. Mandat dari pasukan perdamaian ini 
adalah untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.Misi ini terdiri atas 
50 petugas tidak bersenjata yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan 
gencatan senjata.Pada Agustus 1992, mandat UNOSOM kemudian direvisi 
dengan menambahkan pasukan yang bersenjata ringan yang bertugas untuk 
melindungi petugas yang menyalurkan bantuan ke Somalia. 
Pada Desember 1993, Amerika Serikat dibawah pemerintahan George 
Bush mengajukan usulan untuk membantu UNOSOM menjalankan 
tugasnya. Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk Unified Task 
Force (UNITAF) pada Desember 1992 sebagai tanggapan atas pengajuan 
usulan Amerika Serikat yang diadopsi dari resolusi 794(1992)50. Misi 
UNITAF ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan diperbolehkan untuk 
melakukan segala cara yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi 
keamanan dan mengamankan pos – pos strategis yang akan digunakan 
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dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Pasukan UNITAF ini diberikan 
dukungan persenjataan berat untuk misi pengamanannya.Misi ini juga 
diberi mandat untuk membantu dalam pendirian pemerintahan baru 
Somalia. 
Bandara dan pelabuhan strategis berhasil dikuasi oleh pasukan 
UNITAF dalam beberapa hari setelah mendarat di Mogadishu.Landasan 
udara yang ada di Baledogle dan Kota Baidoa yang berada di sebelah Barat 
Laut Mogadishu berhasil dikuasai oleh UNITAF dan beberapa lokasi 
strategis lainnya.UNITAF juga memberikan pengawalan bersenjata 
terhadap konvoi dan pos pembagian bantuan yang dilakukan oleh 
organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Somalia.PBB dengan bantuan 
UNITAF juga berupaya memfasilitasi rekonsiliasi antara pemimpin – 
pemimpin faksi yang ada di Somalia.Pasukan UNITAF yang memiliki 
persenjataan lengkap menjadi tekanan kepada para pemimpin faksi untuk 
melakukan rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi antara para pemimpin – 
pemimpin faksi tersebut diadakan di Addis Ababa, Ethiopia pada Maret 
1993.   
Pertemuan yang diadakan di Addis Ababa tersebut kemudian 
melahirkan beberapa keputusan yang disetujui oleh 15 pemimpin faksi 
yang hadir pada saat itu, termasuk Farrah Aidid.Poin penting yang 
dilahirkan dari pertemuan di Addis Ababa tersebut adalah komitmen semua 
pemimpin faksi untuk mengadakan rekonsiliasi yang ditujukan untuk 
membangun pemerintahan transisi dan pembangunan institusi pemerintahan 
yang diperlukan.Dengan disetujuinya perjanjian ini, PBB kembali 
mengeluarkan resolusi pada tahun 1993 untuk melanjutkan eksistensi PBB 
di Somalia. Misi ini kemudian dikenal dengan nama UNOSOM II dan 
merupakan lanjutan dari UNOSOM dan UNITAF. Mandatnya secara 
spesifik adalah untuk mengembalikan kedamaian dan membantu 
mendirikan pemerintahan transisi di Somalia.Misi ini merupakan misi PBB 
yang memiliki pasukan paling banyak, yakni sekitar 28.000 pasukan51. 
Perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya 
kemudian dilanggar dan mengakibatkan konflik kembali meluas.Situasi 
yang semakin memburuk memaksa PBB dan Amerika Serikat untuk 
menarik pasukannya dari Somalia.Pada tahun 1995, PBB dan Amerika 
menarik pasukannya dari Somalia52.Dengan ini, misi UNOSOM II 
dihentikan dan dianggap gagal karena tidak mampu menciptakan kondisi 
yang ideal untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dan perbaikan kondisi di 
Somalia.Terlepas dari keberhasilan UNOSOM mengadakan beberapa 
perundingan antar faksi untuk membicarakan rekonsiliasi dan 
pembangunan pemerintahan yang baru dan disetujui oleh faksi – faksi yang 
terlibat, semuanya tidak berlangsung lama.Misi UNOSOM merupakan 
campur tangan langsung PBB yang terakhir dalam menangani secara 
langsung konflik Somalia, tetapi tetap memantau perkembangan di 
Somalia. 
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Pada tahun 2000, sebuah pertemuan yang dihadiri oleh kurang lebih 
2000 orang yang berasal dari berbagai klan dan kelompok yang ada di 
Somalia menyepakati terbentuknya sebuah pemerintahan transisi. 
Konferensi yang diinisiasi oleh Djibouti ini diadakan diDjibouti berhasil 
melahirkan kabinet yang bernama Transitional National Assembly (TNA) 
berisi 245 anggota yang merepresentasi klan dan kelompok masyarakat 
Somalia53. Kabinet ini kemudian menunjuk Abdiqasim Salad Hasan 
sebagai presiden transisi Somalia.Upacara inagurasi dilakukan di Djibouti 
disebabkan kondisi di Mogadishu yang belum stabil.Pembentukan 
pemerintah transisi ini merupakan langkah awal untuk membentuk 
pemerintah permanen di Somalia.Mandat pemerintah transisi ini adalah 
untuk merancang konstitusi baru dan pada akhirnya mendirikan 
pemerintahan federal baru bagi Somalia54. 
Pemerintahan transisi ini dengan segera ditentang oleh Hussein Aidid, 
putra Jenderal Farrah Aidid. Dengan dukungan Ethiopia, Hussein Aidid 
yang merupakan pemimpin Somali National Alliance, mendirikan kabinet 
tandingan yang bernama Somalia Restoration and Reconciliation Council 
(SRRC)55. Hussein menganggap bahwa kabinet yang dilahirkan dari 
pertemuan di Djibouti tidak representatif dan tidak mewakili semua klan 
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dan kepentingan faksi – faksi yang ada di Somalia. Hussein juga menentang 
komposisi kabinet yang dinilai tidak mewakili semua pihak. 
Inisiatif kemudian dilakukan oleh Inter Governmental Authority on 
Development (IGAD) untuk menengahi permasalahan ini.Pertemuan 
dilaksanakan di Kenya antara TNA dan SRRC yang di inisiasi oleh IGAD 
menghasilkan beberapa kesepakatan yang penting.Diantaranya adalah 
penyatuan TNA dan SRRC menjadi sebuah unit kabinet yang baru yang 
bernama Transitional Federal Government (TFG) pada Oktober 
200456.Kabinet yang terpilih ini kemudian menunjuk Abdullahi Yusuf 
Muhammad sebagai presiden interim Somalia dengan masa jabatan selama 
4 tahun.Pengambilan sumpah dilaksanakan di Kenya dikarenakan kondisi 
di Mogadishu yang masih dalam situasi konflik. 
Pelantikan Abdullahi Yusuf Muhammad sebagai presiden 
pemerintahan transisi Somalia tidak lantas menyelesaikan konflik yang ada 
di Somalia.Konflik masih terus berlanjut hingga masa akhir pemerintahan 
Abdullahi Yusuf Muhammad.Konflik kepentingan yang ada di Somalia 
masih belum bisa diselesaikan dengan perundingan.Pemerintahan transisi 
masih belum mampu menyatukan seluruh aktor yang ada di Somalia. 
Bahkan pemerintahan transisi yang dibentuk pada tahun 2004 baru 
memasuki wilayah Mogadishu pada awal 2007 dan kekuasaannya juga 
terbatas dalam sebagian kecil wilayah Mogadishu itu sendiri57. Situasi di 
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Somalia masih diwarnai dengan konflik antar klandan pemerintah transisi 
belum bisa menyelesaikan masalah yang ada di Somalia. 
 
2.Konflik Vertikal 
Konflik di Somalia mengalami perubahan pasca masuknya 
pemerintahan transisi di Somalia, tepatnya di Baidoa, sebelah utara 
Mogadishu.Sebelum pemerintahan transisi Somalia dibentuk, konflik yang 
terjadi di Somalia adalah konflik antar klan atau faksi. Maka dari itu, 
konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik horizontal antar klan di 
Somalia. Pasca pembentukan pemerintah transisi dan keberhasilannya 
memasuki Mogadishu pada tahun 2007, maka konflik di Somalia dapat 
dikategorikan sebagai konflik vertikal antara pemerintah dengan kelompok 
pemberontak atau oposisi. 
Tantangan pertama yang dihadapi oleh pemerintah transisi adalah 
menghadapi sebuah faksi yang ada di Somalia.Kelompok yang bernama 
Islamic Court Union (ICU) merupakan aliansi dari beberapa faksiberbasis 
Islam yang menentang pemerintahan TFG.Aliansi ini terdiri atas 11 
kelompok yang masing – masing menguasai wilayah yang ada di selatan 
Somalia. ICU berhasil menguasai Mogadishu secara keseluruhan dan 
beberapa kota lainnya di Somalia. Tujuan kelompok ini adalah untuk 
menegakkan hukum syariah Islam di Somalia dan menentang keberadaan 
pasukan Ethiopia di Mogadishu. Kelompok ini memiliki milisi bersenjata 
yang dimanfaatkan untuk melawan TFG yang didukung oleh pemerintah 
Ethiopia dan menganggap bahwa TFG merupakan kendaraan politik 
Ethiopia dalam memenuhi kepentingannya di Somalia58, mengingat bahwa 
Ethiopia memiliki konflik dengan Somalia di masa pemerintahan Siyad 
Barre.  
Konflik kedua kubu memuncak pada Desember 2006.TFG yang di 
dukung oleh pemerintah Ethiopia berhasil memukul mundur pasukan ICU 
yang ada di Mogadishu.ICU kemudian meninggalkan Mogadishu dan 
menyerah kepada pemerintahan transisi. Pemerintah transisi menyatakan 
bahwa ICU telah dibubarkan dan anggota yang terlibat di dalamnya akan 
menandatangani perjanjian perdamaian dengan pemerintah transisi. 
Walaupun ICU telah dinyatakan menyerah, ada satu sayap organisasi ICU 
yang masih melanjutkan perlawanan, yakni Al – Shabaab. 
Pasca jatuhnya ICU pada akhir tahun 2006, beberapa kelompok 
militan Islam muncul untuk menentang keberadaan TFG di Somalia, 
diantaranya adalah Ahlu Sunna Wal Jama’a (ASWJ) dan Al-
Shabaab.Selain itu, muncul sebuah kelompok baru yang menamakan 
dirinya sebagai Alliance for Re-Liberation of Somalia (ARS) yang diisi 
oleh mantan-mantan anggota ICU yang menentang keberadaanpemerintah 
transisi dan pasukan Ethiopia di Somalia.  
Dilihat dari ideologi masing – masing kelompok oposisi, kesemuanya 
berideologi Islam, dari yang moderat hingga militan.ASWJ dan ARS pada 
dasarnya merupakan kelompok islam moderat. Al-Shabaab merupakan 
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sebuah sayap militan yang dulunya bernaung dibawah ICU.Serangan-
serangan Al-Shabaab terhadap obyek-obyek pemerintah transisi 
menghambat upaya pemerintah dalam pengambilan keputusan dan secara 
langsung berpengaruh terhadap upaya rekonsiliasi Somalia secara 
keseluruhan.Tuntutan utama Al-Shabaab adalah menentang adanya 
pasukan asing di wilayah Somaliadan ingin mendirikan pemerintahan Islam 
fundamentalis di Somalia59. 
Al-Shabaab memiliki kekuasaan dan pengaruh yang luasatas sejumlah 
daerah di Somalia.Al-Shabaab memberlakukan hukum syariah yang ketat 
di wilayah-wilayah yang dikuasainya60.Salah satunya adalah Kismayo, 
sebuah kota yang berada di selatan Mogadishu yang merupakan sebuah 
kota yang berada di dekat pantai. Aktivitas perdagangan dan lalu lintas 
kapal yang berlangsung disini menjadi sumber pendanaan utama kegiatan-
kegiatan Al-Shabaab melalui pemerasan dan penjualan komoditi-komoditi 
hasil alam lainnya. 
B. Keterlibatan Uni Afrika dalam Penanganan Konflik di Somalia 
Uni Afrika adalah salah satu organisasi regional yang ada di dunia 
dan masih eksis hingga kini dan beranggotakan negara – negara yang ada di 
Benua Afrika.Uni Afrika terbentuk pada tahun 1963 masih 
bernamaOrganization of African Unity (OAU).Selama perjalanannya, OAU 
dinilai tidak mampu memberikan kontribusi yang banyak terhadap negara – 
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negara anggotanya.Respon yang diperlihatkan OAU dalam menghadapi 
berbagai permasalahan yang terjadi di Afrika sangat lambat dan tidak 
memberikan perubahan yang signifikan. 
OAU kemudian dirubah menjadi African Union (AU) atau Uni Afrika 
pada tanggal 9 Juli 2002.Jumlah negara anggota Uni Afrika di tahun 2002 
sebanyak 52 negara.Seperti organisasi lain pada umumnya, Uni Afrika 
memiliki tujuan dasar yang ingin dicapai sebagai alasan pembentukannya. 
Tujuan tersebut diantaranya, akselerasi integrasi politik dan sosio-ekonomi di 
benua Afrika, menciptakan stabilitas dan perdamaian di Afrika, promosikan 
institusi demokratis, pemerintahan demokratis, dan perlindungan hak asasi 
manusia dan mengurangi tingkat kemiskinan, mengembangkan 
perekonomian, serta menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di 
Afrika61.Perbedaan mendasar antara OAU dan Uni Afrika ini adalah, Uni 
Afrika mengenali adanya hak intervensi atas dasar kemanusiaan atau 
humanitarian intervention. 
Sebagai sebuah organisasi regional, Uni Afrika memiliki beberapa 
badan yang memiliki tugas yang spesifik. Ada 4 kategoribadan – badan 
utama yang ada di Uni Afrika, yakni Majelis Umum (General Assembly), 
Badan Legislatif, Badan Finansial, Badan Penasehat, dan Badan Yudikatif. 
Badan yang bertanggung jawab dalam menanggapi isu keamanan dan konflik 
di Afrika adalah Dewan Keamanan dan Perdamaian (Peace and Security 
Council) dan Majelis Umum.Dewan ini merupakan badan yang berada dalam 
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kategori badan penasehat.Majelis Umum Uni Afrika sebagai pengambil 
kebijakan tertinggi yang terdiri atas semua anggota Uni Afrika dan 
mengeluarkan resolusi berdasarkan keputusan mayoritas 2/3 dari keseluruhan 
suara anggota62. Tujuan utama dalam Majelis Umum Uni Afrika adalah 
menentukan dasar kebijakan bagi organisasi Uni Afrika, membentuk badan 
baru jika diperlukan, dan memutuskan sebuah intervensi negara anggota, 
apabila negara anggota tersebut menginginkan intervensi dari Uni Afrika. 
Badan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika (Peace and Security 
Council African Union) merupakan badan yang bertugas untuk menangani 
konflik dan permasalahan yang timbul di benua Afrika.Fungsi badan ini 
mirip dengan Dewan Keamanan PBB, yaitu merespon terhadap segala kasus 
yang menyangkut ancaman keamanan internasional. Tujuan dasar dari Badan 
Keamanan dan Perdamaian (PSC) Uni Afrika ini adalah melakukan 
pengiriman Pasukan Perdamaian, dan intervensi kemanusiaan guna 
mencegah terjadinya genosida, kejahatan perang, serta kejahatan terhadap 
kemanusiaan63. Meski demikian, keputusan tertinggi dalam melakukan 
intervensi tetap berada dibawah keputusan Sidang Umum Uni Afrika, bukan 
merupakan keputusan mutlak Badan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika. 
Keterlibatan Uni Afrika dalam konflik Somalia dapat ditelusuri sejak 
awal mula konflik terjadi. Meskipun demikian, Uni Afrika tidak menangani 
secara langsung hingga tahun 2002. Uni Afrika, yang saat itu masih bernama 
Organization of African Unity (OAU) bersama dengan PBB dan Liga Arab 
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mensponsori perundingan antara Jenderal Farrah Aidid dan Ali Mahdi di 
New York pada tahun 199264. Perjanjian gencatan senjata yang dihasilkan 
oleh perundingan tersebut tidak bertahan lama. 
Uni Afrika memiliki beberapa peranan yang cukup signifikan dalam 
menyelesaikan konflik di Somalia pada awal pecahnya konflik. Sidang Uni 
Afrika pada Juni 1992 menghasilkan resolusi nomor RES. 1388 yang 
membahas mengenai perlunya keterlibatan dunia internasional dalam upaya 
penyelesaian konflik di Somalia. Uni Afrika mendukung upaya implementasi 
perjanjian gencatan senjata yang telah disetujui pada pertemuan pemimpin 
klan di New York, Maret 1993. Inisiatif dari negara-negara yang berada di 
kawasan Afrika Timur untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik 
sangat diharapkan oleh Uni Afrika sesuai yang tertuang dalam resolusi 
tersebut65. 
Penerapan resolusi yang dikeluarkan oleh Uni Afrika, mendapatkan 
hasil yang tidak maksimal.Hal itu terbukti dengan dilanggarnya perjanjian 
gencatan senjata antara Jenderal Farrah Aidid dengan Ali Mahdi 
Muhammad.Kontak senjata kembali terjadi di Mogadishu. Kondisi ini 
mendorong Uni Afrika untuk kembali mengeluarkan resolusi pada Februari 
1994 yang mendorong pihak-pihak yang ada di Somalia untuk bekerjasama 
memprioritaskan perdamaian dan upaya rekonsiliasi pemerintahan. Uni 
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Afrika juga menekankan perlunya upaya asistensi kemanusiaan dari dunia 
internasional terhadap Somalia66. 
Resolusi yang dikeluarkan oleh Uni Afrika dalam penerapannya tidak 
mampu mengendalikan konflik yang terjadi di Somalia. Terlepas keterlibatan 
pemimpin klan dalam upaya rekonsiliasi yang diprakarsai oleh Ethiopia, 
konflik dalam tataran sub-klan tidak mampu dikendalikan. Kontak senjata 
yang terjadi di Mogadishu kemudian meluas dan kembali menimbulkan 
kekacauan.Uni Afrika juga menghimbau kepada negara-negara anggota Uni 
Afrika untuk tidak menyuplai persenjataan kepada faksi yang ada.Upaya 
yang dilakukan oleh Uni Afrika pada akhirnya selalu menemui jalan buntu 
dan hanya bersifat sementara. 
Pada pertemuan Dewan Menteri Uni Afrika Juli 1996, Uni Afrika 
mendorong upaya rekonsiliasi di Somalia melalui Inter-Governmental 
Authority on Development(IGAD).Negara anggota IGAD diharapkan dapat 
berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi di Somalia.Ethiopia yang juga 
merupakan anggota IGAD, mengambil peran sebagai pionir rekonsiliasi yang 
berskala nasional untuk mencapai perdamaian dalam Somalia.Pasca diambil 
alih oleh IGAD, Uni Afrika berperan sebagai supervisor IGAD dalam upaya 
rekonsiliasi konflik di Somalia. 
Selama ditangani oleh IGAD, kondisi di Somalia tidak menunjukkan 
perubahan yang signifikan. Walaupun pada awal inisiatif IGAD banyak 
menemui kendala, memasuki tahun 2004 IGAD berhasil mengumpulkan 
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petinggi-petinggi klan dalam usaha rekonsiliasi. Hal ini kemudian melahirkan 
pemerintahan transisi bagi Somalia, Transitional Federal Government (TFG) 
yang statusnya diakui oleh komunitas internasional67.Pemerintahan transisi 
tersebut baru memasuki Mogadishu pada tahun 2007, dikarenakan adanya 
konflik antara Somalia Restoration and Reconciliation Council (SRRC) yang 
dipimpin oleh Hussein Aidid dengan Abdullahi Yusuf Muhammad yang 
menjabat sebagai presiden pemerintahan transisi. Konflik antara dua 
pemimpin ini menghambat proses rekonsiliasi dan penempatan TFG di 
Mogadishu.  
Pemerintahan transisi memasuki wilayah Mogadishu Januari 
2007.Dalam perencanaannya, pada tahun 2004 Uni Afrika dan IGAD akan 
membentuk sebuah misi peacekeeping untuk menjaga dan melindungi 
keberlangsungan pemerintahan transisi. Misi tersebut bernama Inter-
Governmental Authority Peace Support on Somalia (IGASOM) dan 
direncanakan akan dipimpin oleh IGAD dalam perencanaan dan 
pelaksanaannya. Namun dengan banyaknya permasalahan dan tanggapan 
yang beragam mengenai misi ini oleh faksi – faksi yang ada di Somalia dan 
beberapa faktor lainnya, misi ini kemudian gagal dalam pelaksanaannya dan 
dihentikan oleh Uni Afrika. 
Untuk mengamankan kelanjutan pemerintahan transisi ini, Uni Afrika 
kemudian merasa perlu untuk mengirimkan pasukan untuk mengamankan 
posisi pemerintahan transisi di Mogadishu. Pada Januari 2007, Uni Afrika 
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kemudian mengeluarkan resolusi yang berisi pengiriman pasukan perdamaian 
yang bernama African Union Mission in Somalia (AMISOM) untuk 
mengawal pemerintahan transisi yang ada di Mogadishu. 
 
C. Keterlibatan AMISOM dalam Penanganan Konflik di Somalia 
African Union Mission in Somalia (AMISOM) adalah peace support 
operation yang diratifikasi oleh Uni Afrika pada Januari 200768. Misi ini 
diotorisasi oleh PBB dan melakukan pendaratan pertama pasukannya di 
Mogadishu pada Maret 2007setelah diratifikasi melalui resolusi Dewan 
Keamanan PBB nomor 174469.Keterlibatan AMISOM di Somalia merupakan 
salah satu langkah besar Uni Afrika dalam upayanya untuk menciptakan 
situasi yang aman dan menekan konflik yang ada.Hal ini penting bagi 
pemerintah transisi, karena kondisi aman dibutuhkan untuk menunjang 
kelangsungan pemerintahan kedepannya. 
Gagasan mengenai pembentukan misi perdamaian di Somalia sudah 
muncul pada tahun 2002, sejak pembentukan Uni Afrika.Upaya untuk 
merealisasikan hal ini mendapatkan kesempatan pada tahun 2004, ketika 
IGAD berhasil memfasilitasi terbentuknya pemerintahan transisi Somalia 
yang masih berkedudukan di Nairobi, Kenya. Kondisi yang tidak kondusif di 
Somalia menjadi permasalahan ketika pemerintahan transisi akan memasuki 
wilayah Mogadishu, Somalia. Proses perpindahan pemerintahan ini 
                                                          
68Peace and Security Council of African Union, Communique,PSC/PR/Comm(LXIX) hal. 1 
69Brief History of Somalia, http://amisom-au.org/about-somalia/brief-history/ diakses tanggal 29 
Oktober 2013 
memerlukan pengamanan dan perlindungan dari gempuran milisi bersenjata 
yang kontra dengan pemerintahan transisi ini.  
Permasalahan ini kemudian melahirkan misi perdamaian yang 
dipimpin oleh IGAD bernama Inter-Governmental Authority Peace Support 
on Somalia (IGASOM).Uni Afrika mengautorisasi misi ini dengan mandat 
utama adalah dukungan terhadap rezim pemerintahan transisi dan 
menyediakan pengamanan yang dibutuhkan oleh pemerintahan transisi dalam 
menjalankan tugasnya.Perencanaan program dan pelaksanaan operasi ini 
diserahkan sepenuhnya kepada IGAD oleh Uni Afrika. IGAD 
mendeskripsikan operasi ini akan berdurasi 12 bulan yang akan dimulai pada 
2005. 
IGASOM ini pada akhirnya gagal untuk dieksekusi dikarenakan 
faktor internal dan eksternal.Faktor internal yang menyebabkan kegagalan 
IGASOM adalah ketidaksetujuan faksi-faksi yang ada di Somalia terhadap 
keikutsertaan pasukan negara tetangga (Kenya, Ethiopia, dan Djibouti).Hal 
ini dianggap sebagai ancaman invasi oleh faksi-faksi yang ada di Somalia, 
baik faksi yang tergabung di parlemen pemerintah transisi maupun yang 
tidak.Pemimpin faksi menganggap bahwa pun jika misi ini disetujui, pasukan 
dari ketiga negara tetangga tersebut tidak boleh dilibatkan dalam misi 
perdamaian.Agenda politik masing-masing negara yang telah disebutkan 
diatas dianggap akan menimbulkan masalah baru yang akan menghalangi 
dinamika politik Somalia. Masalah dana juga menjadi penghalang dalam 
pelaksanaan misi perdamaian ini. Negara yang pada awalnya siap 
berpartisipasi dalam misi ini kemudian menarik diri dikarenakan biaya 
operasional pasukan ditanggung oleh negara masing-masing dikarenakan 
kurangnya pendanaan dari Uni Afrika dan IGAD. 
Faktor eksternal yang menjadi penyebab gagalnya IGASOM ini pada 
dasarnya dipengaruhi oleh PBB.Sanksi embargo senjata yang dijatuhkan oleh 
PBB pada tahun 1992 menjadi penyebab utamanya.Adanya sanksi embargo 
tersebut menghambat pendaratan pasukan perdamaian.Pasukan perdamaian 
dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan senjata sebagai alat 
pengamanan.Jika pasukan perdamaian diterjunkan ke Somalia dengan 
menggunakan senjata tanpa adanya pengangkatan atau perubahan sanksi 
embargo yang dijatuhkan PBB,maka negara dan organisasi internasional 
yang terlibat bisa dijatuhi sanksi oleh Dewan Keamanan PBB. PBB juga 
awalnya menolak mengangkat sanksi embargo tersebut karena dianggap akan 
memperparah konflik yang ada di Somalia dan akan menghambat jalannya 
rekonsiliasi politik Somalia. Walaupun sebenarnya sanksi tersebut tidak 
menghambat penggunaan senjata oleh warlord-warlord dan tidak berhasil 
mengendalikan konflik yang ada di Somalia70. 
Kegagalan IGAD dalam merealisasikan IGASOM kemudian diikuti 
oleh perubahan dinamika politik di Somalia.Aliansi kelompok berbasis Islam, 
Islamic Courts of Union(ICU) muncul menjadi kekuatan baru di 
Somalia.Kondisi ini menarik perhatian dunia internasional ke Somalia, 
terutama Amerika Serikat.Amerika Serikat menganggap bahwa ICU 
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menyimpan ancaman teroris dikarenakan keterkaitan salah satu sayap 
kelompoknya, Al-Shabaab,memiliki hubungan dengan kelompok teroris Al-
Qaeda.Hal ini juga menjadi perhatian negara-negara tetangga Somalia yang 
menganggap bahwa ancaman tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas 
regional dan dapat menyebar ke negara Afrika Timur lainnya. 
Uni Afrika menanggapi hal tersebut dengan merencanakan misi 
perdamaian dengan skala lebih besar. Melalui resolusi 
PSC/PR/Comm(LXIX) Januari 2007, Uni Afrika kemudian menyetujui misi 
perdamaian di Somalia dengan nama African Union Mission in Somalia 
(AMISOM) dan misi ini disetujui oleh PBB melalui resolusi nomor 1744 
pada Februari 2007. Dalam resolusi tersebut, PBB juga mengangkat sebagian 
sanksi embargo Somalia yang membolehkan adanya pengiriman logistik 
yang dibutuhkan oleh AMISOM dengan tujuan mendukung rezim 
pemerintahan transisi Somalia. Masa kerja misi perdamaian ini adalah selama 
6 bulan dan kemudian akan dievaluasikembali jika mandat belum tercapai71. 
Adapun mandat misi ini adalah: untuk mendukung upaya rekonsiliasi 
dan dialog sosial yang mendorong ke arah stabilisasi serta perlindungan 
kepada pihak – pihak yang terlibat dalam proses tersebut, memberikan 
perlindungan kepada pemerintahan transisi untuk menjalankan fungsi 
pemerintahannya serta perlindungan terhadap infrastruktur-infrastruktur 
penting yang ada; membantu proses perencanaan pengamanan nasional yang 
didalamnya termasuk mendirikan kembali dan melatih personel keamanan 
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nasional; berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang aman untuk 
penyaluran bantuan keamanan ke Somalia; dan melindungi pasukan dan 
logistik yang ada serta menjamin kebebasan personelnya72. 
AMISOM dalam pelaksanaan mandatnya memiliki struktur untuk 
menunjang pembagian wilayah kerja untuk mencapai tujuannya.Misi ini 
dikepalai oleh Special Representative of the Chairperson of the African 
Union Commission (SRCC) dan diwakili oleh deputi SRCC.Ada tiga 
komponen utama dalam pembagian tersebut, yakni komponen militer, 
komponen kepolisian dan komponen sipil.Komponen militer dikepalai oleh 
seorang komandan pasukan, komponen kepolisian dikepalai oleh seorang 
komisioner kepolisian, dan komponen sipil dikepalai langsung oleh SRCC 
atau/dan deputi.Masing-masing bidang bertanggung jawab kepada SRCC dan 
memiliki fungsi kerja yang sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya. 
SRCC kemudian bertugas melaporkan kondisi terkini Somalia dan 
perkembangan apa saja yang terjadi dan status AMISOM terkini kepada 
Chairperson of the African UnionCommissionyang kemudian melaporkan 
kepada General Assembly of AU(Majelis Umum Uni Afrika)73.  
Pelaksanaan misi secara keseluruhan menjadi tanggung jawab SRCC 
dengan berkoordinasi dengan masing-masing kepala bagian militer, polisi 
dan sipil. Kepala bagian militer yang juga disebut dengan Force 
Commanderbertugas memimpin pasukan militer AMISOM dan berkoordinasi 
dengan Somali National Security Force(SNSF) dalam menghadapi konflik 
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bersenjata dengan kelompok oposisi di Somalia. Bagian Militer AMISOM 
merupakan unit militer yang bertanggung jawab dalam melaksanakan 
operasi-operasi militer yang dilakukan untuk meredam konflik yang terjadi di 
Somalia. 
Bagian Sipil dan Kepolisian AMISOM secara umum memiliki 
peranan dalam pembangunan sumber daya manusia.Hal ini untuk 
mempersiapkan penduduk Somalia agar mampu menjalankan fungsi-fungsi 
administratif dalam pemerintahan.Bagian Kepolisian bertugas dalam 
pengembangan dan pelatihan Polisi di Somalia untuk kemudian memperkuat 
posisi dan jumlah personil yang dimiliki oleh Somalia Police Force 
(SPF).Komponen Militer AMISOM bertugas melaksanakan operasi militer 
yang terkait dengan pemenuhan mandat AMISOM secara keseluruhan.Ketiga 
bagian ini berkordinasi untuk menyiapkan Somalia dalam menghadapi 




C. Peranan AFRICAN UNION MISSION IN SOMALIA (AMISOM) dalam 
Upaya Resolusi Konflik di Somalia 
Sekelompok negara yang memiliki kedekatan geografis mendapati 
bahwa sebuah negara dengan negara lainnya membutuhkan interaksi dengan 
negara didekatnya.Interaksi antar negara yang memiliki kedekatan geografis 
memberikan kesempatan bagi sebuah negara untuk memenuhi 
kepentingannya. Kepentingan antara negara yang berdekatan telah 
mendorong beberapa negara untuk mengadakan kerjasama bilateral maupun 
multilateral dengan negara lain yang masih berada dalam satu kawasan yang 
sama. Mary Farrell mengemukakan bahwa ketertarikan terhadap 
regionalisme tersebut baru muncul pasca perang dingin dan menunjukkan 
perkembangan yang signifikan74. Fenomena tersebut kemudian melahirkan 
beberapa organisasi regional, sebagai contoh, munculnya Association of 
South East Asia Nations (ASEAN) di Asia Tenggara dan Organization of 
African Unity (OAU) yang kemudian berubah menjadi Uni Afrika di Afrika.  
Uni Afrika sebagai organisasi internasional memiliki tujuan – tujuan 
yang ingin dicapai.Tujuan – tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan 
manfaat kepada negara – negara yang terlibat dalam organisasi tersebut.Uni 
Afrika juga memiliki tujuan – tujuan yang mulia dan memberikan manfaat 
bagi benua Afrika secara keseluruhan. Salah satunya adalah promote peace, 
security, and stability on the continent; promote democratic principles and 
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institutions, popular participation, and good governance75;yang tertuang 
dalam poin ke-6 dalam artikel 3 Constitutive Act of African Unionseperti 
yang telah dibahas di bab sebelumnya. Penyelesaian konflik – konflik yang 
terjadi di benua Afrika menjadi tanggung jawab Uni Afrika. 
Perang saudara yang terjadi di Somalia menimbulkan akibat yang 
tidak sedikit.Jatuhnya pemerintahan di Somalia sejak tahun 1991 
mengakibatkan jatuhnya pemerintahan, sistem dan hukum negara yang 
menjadi kontrol terhadap masyarakat.Absennya pemerintahan dan hukum 
menyebabkan berkembangnya konflik terbuka dan sulit untuk dikendalikan. 
Efek dari konflik luas seperti ini menimbulkan berbagai macam  
permasalahan, baik dari segi sosial, politik maupun ekonomi.  
Keterlibatan Uni Afrika dalam konflik Somalia berkaitan dengan 
masalah keamanan regional.Konflik yang terjadi di Somalia menimbulkan 
berbagai permasalahan bagi kawasan Afrika Timur dan sekitarnya.Ancaman 
terorisme dan bajak laut menjadi masalah yang mengancam stabilitas 
regional dan harus diselesaikan. Kelompok Al-Shabaab yang menjadi aktor 
utama penentang pemerintahan transisi di Somalia telah menebar ancaman di 
negara tetangga Somalia, seperti serangan bom mobil di sebuah pusat 
perbelanjaan di Kampala, Uganda yang menewaskan 74 orang sebagai wujud 
penentangannya terhadap penempatan AMISOM dan pemerintah transisi di 
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Somalia76. Fenomena bajak laut di Teluk Aden juga menjadi permasalahan 
internasional yang mengganggu lalu lintas perdagangan dunia. 
Lebih jauh lagi, persoalan bajak laut dan ancaman teror dalam negeri 
tidak akan berkembang sejauh ini jika saja Somalia masih memiliki 
pemerintahan yang berjalan efektif. Konflik berkepanjangan mengakibatkan 
jatuhnya pemerintahan dan menempatkan Somalia dalam situasi konflik 
panjang tanpa adanya pemerintah yang berwenang untuk menyelesaikan 
konflik.Uni Afrika menyadari hal tersebut, maka dari itu melakukan 
serangkaian inisiatif untuk membentuk pemerintahan baru bagi Somalia. 
Serangkaian upaya rekonsiliasi tersebut kemudian pada akhirnya 
menghasilkan pemerintahan transisi yang bernama Transitional Federal 
Government of Somalia (TFG) yang kemudian atas bantuan Ethiopia berhasil 
memasuki Somalia pada tahun 2007 stelah sebelumnya beroperasi dari 
Nairobi, Kenya.. 
Uni Afrika kemudian memutuskan bahwa sebuah misi perdamaian 
diperlukan oleh Somalia untuk membantu pemerintah transisi dalam 
menyelesaikan konflik di Somalia dan memperluas legitimasi pemerintah 
transisi di Somalia77.Uni Afrika juga menganggap bahwa kehadiran 
pemerintah transisi di Mogadishu merupakan peluang besar untuk merestorasi 
kembali kondisi Somalia sejak kejatuhan pemerintahnya di tahun 1991.Maka 
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dari itu, diperlukan sebuah solusi untuk mempertahankan kedudukan 
pemerintahan transisi di Somalia. 
Keterlibatan AMISOM merupakan sebuah upaya resolusi konflik 
yang ditawarkan oleh Uni Afrika di Somalia. Model Peace Support Operation 
(PSO) yang di jalankan oleh Uni Afrika merupakan sebuah upaya untuk 
menyelesaikan konflik di Somalia dan sekaligus memberikan kesempatan 
kepada Somalia untuk memiliki pemerintahan yang baru melalui dukungannya 
terhadap TFG dan mempertahankan posisi TFG di Somalia yang telah dicapai 
dengan bantuan Ethiopia. Seperti yang telah dibahas di bab II, resolusi konflik 
yang dijalankan oleh Uni Afrika merupakan bentuk pengiriman peace support 
operation untuk meresolusi konflik di Somalia. 
Format AMISOM sebagai sebuah peace support operation 
merupakan langkah yang diambil oleh Uni Afrika terhadap respon konflik di 
Somalia.Belajar dari pengalaman misi-misi kemanusiaan sebelumnya, 
dibutuhkan sebuah formasi yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan misi 
peacekeeping biasa seperti yang pernah ditempuh oleh PBB melalui 
UNOSOM.Menghadapi sebuah negara dengan situasi konflik yang kompleks 
dan berlarut-larut seperti Somalia, dibutuhkan perencanaan matang dan 
mandat yang lebih dari sekedar pengawasan gencatan senjata. 
Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana 
keberhasilan dan peranan AMISOM.Sejak diturunkan pada tahun 2007 hingga 
tahun 2012, misi AMISOM telah mengalami beberapa kali 
perpanjangan.Penulis akan mengukur keberhasilan AMISOM dengan 
indikator pencapaian mandat AMISOM. Secara spesifik, tugas AMISOM 
adalah sebagai berikut: 
a) support dialogue and reconciliation in Somalia, working with all 
stakeholders; 
b) provide, as appropriate, protection to the Transitional Federal 
Institutions and their key infrastructure, to enable them to carry 
out their functions; 
c) assist in the implementation of the National Security and 
Stabilisation Plan (NSSP), particularly the effective re-
establishment and training of all inclusive Somali security forces, 
bearing in mind the programmes already being implemented by 
some of Somalia’s bilateral and multilateral partners; 
d) provide, within its capacities and as appropriate, technical and 
other support to the disarmament and stabilisation efforts; 
e) facilitate, as may be, and within its capacities, humanitarian 
operations; and 
f) Protect its personnel, installations and equipment, including the 
right of self-defence78. 
AMISOM merupakan sebuah peace support operationyang memiliki 
elemen peacekeeping, peacemaking dan peacebuilding di dalamnya. Dari 
tugas AMISOM diatas, dapat dilihat bahwa pada keseluruhan tugas AMISOM 
memiliki elemen-elemen resolusi konflik yang ditawarkan oleh Galtung, 
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seperti memberi dukungan terhadap upaya rekonsiliasi antar pihak yang 
terlibat konflik dan membantu penerapan National Security and Stabilization 
Plan (NSSP) yang secara umum berisi perencanaan pemerintah transisi dalam 
memulihkan keamanan dan ketertiban di Somalia dengan mendirikan kembali 
elemen pertahanan dan penegakan hukum Somalia.  
Jadi tugas AMISOM bukan hanya untuk mengakhiri aksi kekerasan 
yang terjadi di Somalia, tetapi juga bertugas untuk memberikan asistensi 
kepada pemerintah dalam melaksanakan proses rekonsiliasi, mengawasi dan 
mendukung upaya stabilisasi dan gencatan senjata, membantu pemerintah 
transisi dalam membangun institusi penegakan hukum dan militernya, serta 
memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan. Dalam pelaksanaan tugas-
tugasnya, AMISOM memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah 
transisi dalam menjalankan tugasnya dan memberikan harapan untuk Somalia 
perdamaian yang dapat bertahan dalam waktu yang lama. 
Mengacu pada model resolusi konflik yang dijelaskan oleh Galtung, 
mandat AMISOM diatas dapat diklasifikasikan secara berurutan menjadi 
peacekeeping, peacemaking, dan peacebuilding.Tahapan pertama adalah 
proses peacekeeping. Poin b, d, dan fdalam mandat diatas menggambarkan 
tugas AMISOM sebagai penjaga perdamaian melalui perlindungan terhadap 
pemerintah transisi agar dapat menjalankan tugasnya dan mengupayakan 
stabilisasi dan gencatan senjata antara pihak yang berkonflik.Selain itu 
kewajiban AMISOM adalah untuk melindungi personilnya, dan perlindungan 
terhadap fasilitas dan perlengkapan misi serta hak pembelaan diri. 
Indikator keberhasilan AMISOM dalam pelaksanaan ketiga poin 
mandat tersebut diatas dapat dilihat dari berbagai peristiwa.Salah satunya 
adalah keberhasilan AMISOM dalam memberikan perlindungan terhadap 
pemerintah transisi.yang menjadi sasaran serangan kelompok oposisi. Pasukan 
AMISOM berhasil memberikan pengamanan di kompleks pemerintahan 
transisi, bandara, Villa Somalia dan jalanan yang menghubungkan antara 
bandara dengan kompleks Villa Somalia79. Pasukan AMISOM juga menjadi 
pengawas dalam proses pengawasan gencatan senjata antara pemerintah 
transisi dengan Alliance for the Re-Liberation of Somalia (ARS) yang 
disepakati dalam Djibouti Agreement pada tahun 200880. 
Tahapan selanjutnya dalam model resolusi konflik Galtung adalah 
peacemaking. Proses ini merupakan proses mediasi atau negosiasi antara 
pihak yang berkonflik. Perlu diingat bahwa, proses rekonsiliasi politik antara 
pemangku jabatan dengan pemerintah transisi dengan kelompok oposisi tetap 
menjadi tanggung jawab pemerintah transisi.Sebagai sebuah pemerintahan 
yang diakui secara internasional, permasalahan politik yang terjadi di Somalia 
menjadi tanggung jawab penuh pemerintah transisi.Dalam mandat, AMISOM 
bertugas dalam mendukung upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh 
pemerintah transisi, sesuai dengan poin amandat diatas. 
Dukungan AMISOM terhadap proses rekonsiliasi politik dapat dilihat 
dari keterlibatan AMISOM dalam proses rekonsiliasi politik yang berjalan 
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melalui Special Representative of the Chairperson of the African Union 
Commission (SRCC) yang merupakan perwakilan langsung dari Chairperson 
of the CommissionUni Afrika sekaligus bertindak sebagai Head of Mission 
AMISOM. SRCC bertugas untuk melaporkan dan mendorong pelaksanaan 
rekonsiliasi politik yang terjadi di Somalia. Terlepas dari itu, proses dalam 
rekonsiliasi tersebut tetap merupakan tanggung jawab pemerintah transisi dan 
pihak yang terlibat di dalamnya.AMISOM menunjukkan dukungan yang besar 
terhadap penerapan perjanjian Djibouti pada tahun 2008 dan perjanjian 
antaran pemerintah transisi dengan Ahlussunna Wal Jama’apada tahun 201081. 
Proses terakhir dalam model resolusi konflik Galtung adalah 
peacebuilding.Peacebuilding merupakan proses implementasi perubahan atau 
rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi mencapai perdamaian yang 
langgeng. Poin c dalam mandat diatas menggambarkan peranan AMISOM 
dalam merestrukturisasi instrumen pengamanan yang dibutuhkan oleh 
pemerintah transisi, dalam hal ini polisi dan tentara.Lebih lanjut lagi, dalam 
penerapan mandat tersebut, AMISOM dibantu dengan Uni Eropa telah 
mengadakan serangkaian perekrutan dan pelatihan instrumen 
pengamananpemerintah transisi Somalia.Hingga tahun 2013, jumlah pasukan 
yang telah dilatih oleh program pelatihan AMISOM dan Uni Eropa adalah 
sebanyak 4.500 pasukan82. 
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Konflik sebagaimana yang telah dijelaskan mengalami perubahan 
seiring waktu. Aktor – aktor yang terlibat dalam konflik dapat berubah seiring 
waktu, apakah aktor tersebut sepakat untuk terlibat dalam resolusi konflik atau 
tidak ingin terlibat dalam proses negosiasi dan tetap melanjutkan perlawanan. 
Ada dua kelompok oposisi dominan yang dihadapi oleh pemerintah transisi 
ketika AMISOM dikirim ke Somalia pada tahun 2007, yaituAlliance for the 
Reliberation of Somalia (ARS) dan Al-Shabaab.Penyelesaian konflik dengan 
kedua kelompok tersebut berbeda.Konflik antara pemerintah transisi dengan 
ARS dapat diselesaikan melalui perjanjian damai melalui Djibouti Agreement 
pada tahun 2008, sedangkan konflik pemerintah transisi dengan Al-Shabaab 
masih berlanjut hingga saat ini.Bahkan konflik dengan Al-Shabaab menjadi 
konflik utama saat ini. 
Dalam usaha pencapaian mandat diatas, AMISOM melaksanakan 
tugasnya melalui komponen-komponen yang terdapat di dalamnya, yakni 
komponen Militer, Polisi, dan Sipil yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. 
Konsep pembagian 3 divisi yang dimiliki oleh AMISOM tersebut merupakan 
sebuah metode dalam memperbesar kesempatan AMISOM dalam 
mengefektifkan keberadaannya di Somalia.Ketiga divisi tersebut memiliki 
pembagian tugas yang spesifik dalam upaya pencapaian tujuan AMISOM di 
Somalia. 
Komponen militer AMISOM merupakan komponen dengan komposisi 
paling besar diantara ketiga komponen AMISOM lainnya.Menjaga kedudukan 
pemerintahan transisi di Mogadishu merupakan fokus AMISOM dalam 
menjalankan operasi militernya dikarenakan serangan milisi-milisi bersenjata 
yang menargetkan serangannya ke arah pemerintahahan transisi.Unsur militer 
adalah unsur yangmemberikan perlindungan dan dukungan keamanan untuk 
berlangsungnya misiseperti yang sudah dimandatkan.Unsur militer ini terdiri 
dari pasukan gabungannegara anggota AU.Hingga 13 September 2011,jumlah 
pasukan AMISOM yang bertugas adalah 9.595 pasukan, kebanyakan berasal 
dari Uganda dan Burundi83.  
Personil militer dibutuhkan dalam menghadapi ancaman yang konstan 
terhadap keberadaan pemerintah transisi. Pun begitu, konflik antara 
pemerintah transisi dan AMISOM melawan Al-Shabaab merupakan konflik 
asimetris, dimana kekuatan personil AMISOM dibantu dengan Somalia 
National Army(SNA) jauh lebih besar dibandingkan kekuatan Al-Shabaab 
yang memiliki jumlah pasukan yang terbatas. Kekuatan Al-Shabaab yang 
terbatas terkompensasi melalui taktik gerilya yang mereka gunakan sehingga 
masih menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap kelangsungan 
pemerintahan transisi. 
Konflik melawan Al-Shabaab yang telah berlangsung lama 
memerlukan penyesuaian ulang terhadap strategi.Jika pada awalnya mandat 
AMISOM hanya untuk melindungi pemerintah transisi dan sifatnya pasif 
dalam militer, Uni Afrika kemudian menyepakati untuk mengubah taktik 
AMISOM dalam menghadapi Al-Shabaab pada akhir tahun 2010.Pasukan 
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militer AMISOM diberikan keleluasaan dalam menghadapi ancaman yang 
diarahkan kepada pemerintah transisi dengan memberikan kemampuan untuk 
menjalankan pre-emptive strike84terhadap kelompok oposisi Al-Shabaab. 
Langkah ini merupakan langkah yang tepat mengingat Al-Shabaab secara 
konstan melancarkan serangan “hit and run” kepada pemerintah transisi dan 
menghambat proses rekonsiliasi politik di Somalia secara keseluruhan.  
Pada tahun 2011, AMISOM dan pasukan TFG berhasil menguasai 
wilayah Mogadishu dan memukul mundur Al-Shabaab yang ada di 
Mogadishu85.Kemajuan ini bisa dicapai dikarenakan TFG dan AMISOM 
berhasil memanfaatkan konflik internal yang terjadi di dalam Al-Shabaab. 
Konflik internal tersebut melemahkan kedudukan Al-Shabaab di Mogadishu 
dikarenakan perpecahan dalam Al-Shabaab yang kemudian saling berkonflik 
satu sama lain. Konflik internal ini memecah kondisi internal dalam Al-
Shabaab yang berakibat kepada lemahnya kordinasi dan kemampuan Al-
Shabaab untuk mengorganisir serangan kepada pemerintah transisi86. 
Keberhasilan dalam melaksanakan operasi militer terus menunjukkan 
perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2012, melalui operasi militer 
gabungan antara TFG dan AMISOM, pasukan koalisi berhasil merebut kota 
Kismayo, bagian selatan Mogadishu. Kismayo merupakan kota yang menjadi 
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sumber pemasukan utama Al-Shabaab dalam membiayai kegiatannya. Al-
Shabaab mendapatkan dana melalui ekspor ilegal batu bara yang dilakukan di 
pelabuhan Kismayo87. Kesuksesan misi ini merupakan kemajuan besar yang 
dicapai oleh pemerintah transisi dan AMISOM. Pun begitu, Al-Shabaab masih 
mampu melancarkan serangan gerilya dan masih menduduki beberapa wilayah 
yang berada di luar Mogadishu. 
Operasi militer yang dilaksanakan oleh AMISOM bisa dilihat sebagai 
proses peacekeeping, dikarenakan Al-Shabaab yang tidak ingin ikut andil 
dalam proses rekonsiliasi tidak memberikan pilihan lain bagi AMISOM selain 
dengan melakukan pendekatan koersif. Upaya persuasif untuk mengajak Al-
Shabaab telah pernah dilakukakan oleh presiden pemerintahan transisi, Sheikh 
Sharif Sheikh Ahmed pada tahun 2009, tetapi hal tersebut tidak membuahkan 
hasil. 
Kesuksesan dalam memukul mundur Al-Shabaab dari Mogadishu 
merupakan kemajuan bagi pemerintah transisi Somalia dan AMISOM.Fondasi 
keamanan yang telah dimiliki tersebut membuat TFG dapat menjalankan 
agenda rekonsiliasi yang telah direncanakan oleh TFG. Kemajuan ini 
memberikan dampak positif terhadap penerapan Kampala Accord yang 
disepakati pada tahun 2011, yang salah satu poin didalamnya membahas 
kewajiban pemerintah transisi untuk mengakhiri masa pemerintahannya untuk 
kemudian digantikan oleh pemerintah nasional yang baru melalui pemilu yang 
akan dilakukan pada Agustus 2012. Walaupun AMISOM tidak berperan 
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secara langsung dalam upaya rekonsiliasi Kampala Accord, AMISOM dibantu 
dengan pasukan pemerintah transisi telah berhasil menyediakan kondisi yang 
dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjalankan proses rekonsiliasi tersebut.  
Fasilitasi dalam penyaluran bantuan kemanusiaan juga berhasil 
dilaksanakan oleh AMISOM.Melalui operasi militer yang dilaksanakan oleh 
AMISOM, beberapa wilayah penting berhasil diamankan oleh AMISOM. 
Dengan begitu, penyaluran bantuan kemanusiaan dari beberapa agensi 
kemanusiaan internasional seperti United Nations Office for the Coordinations 
of Humanitarian Affairs(UNOCHA) dan World Food Programme (WFP) 
mampu menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang telah 
dibebaskan dari pengaruh Al-Shabaab88.Selain itu, walaupun dalam mandat 
AMISOM tidak mewajibkan AMISOM untuk memberikan bantuan 
kemanusiaan, AMISOM menyediakan bantuan berupa air bersih dan layanan 
kesehatan dasar bagi penduduk di sekitar kamp AMISOM di Mogadishu89. 
Komponen Polisi AMISOM bertugas dalam melatih dan 
mempersiapkan polisi TFG melalui pelatihan di Uganda.Pelatihan tersebut 
dilaksanakan diluar Somalia dikarenakan kondisi yang tidak stabil di Somalia. 
Pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan aparat kepolisian untuk 
pemerintah transisi dan memulihkan ketertiban di wilayah-wilayah Somalia 
yang berhasil diambil alih dari kekuasaan kelompok oposisi dengan cara 
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menegakkan kembali hukum di wilayah tersebut. Polisi AMISOM juga 
diturunkan untuk mengisi kekosongan kekuasaan di wilayah yang berhasil 
dikuasai oleh AMISOM.Dengan begitu, kemajuan yang telah dicapai dapat 
dipertahankan. 
Secara spesifik, tugas komponen polisi AMISOM adalah untuk 
mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang komprehensif 
dalam mendukung Somali Police Force(SPF) dalam melaksanakan pelatihan, 
manajemen administrasi dan pembangunan kapasitas aparat.Selain itu, tugas 
kepolisian AMISOM juga untuk melindungi masyarakat sipil dan menjaga 
ketentraman di daerah yang telah dikuasai oleh pemerintah transisi90.Tugas 
tersebut menunjukkan upaya AMISOM dalam memenuhi mandatnya pada 
poin c, yang menggambarkan peranan AMISOM untuk merekonstruksi 
kembali instrumen pengamanan Somalia. 
Komponen Sipil AMISOM bertugas untuk mendukung upaya – upaya 
rekonsiliasi dan dialog antar pemangku jabatan yang dilakukan oleh 
pemerintah Somalia.Kerjasama dengan pemerintah transisi dalam mengatur 
pertemuan rekonsiliasi juga merupakan tugas dari divisi Sipil AMISOM. 
Selain itu, Divisi Sipil juga bertugas dalam memberikan asistensi kepada 
masyarakat Somalia dalam rangka membangun kembali sistem administrasi 
pemerintahan dan mendirikan kembali institusi-institusi negara yang akan 
dipergunakan oleh pemerintah transisi. Untuk mendukung usaha dalam 
stabilisasi di Somalia, divisi Sipil mengawasi, menginterpretasi, dan 
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melaporkan mengenai perkembangan politik dan perkembangan lain di 
Somalia serta memberikan saran dalam proses politik. Divisi ini bertanggung 
jawab atas implementasi kebijakan politik di Somalia yang di ambil oleh PSC 
AU dan membentuk kapasitas pelayanan umum di Somalia.91. 
Pada awal penempatannya di Somalia pada tahun 2007, hal pertama 
yang harus dicapai oleh AMISOM adalah stabilisasi konflik dan penghentian 
kontak senjata.Kondisi yang aman sangat diperlukan agar pemerintah transisi 
dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sangat jelas bahwa hal inilah yang 
ingin dicapai oleh AMISOM pada masa awal penempatannya di Mogadishu 
adalah membantu pemerintahan transisi menjalankan tugasnya secara efektif 
dalam penerapan National Security and Stabilization Plan (NSSP) yang telah 
disepakati pada pertemuan General AssemblyUni Afrika pada Juni 2006 92. 
Hal ini juga menjadi prioritas dikarenakan pada awal pelaksanaan misi 
AMISOM, divisi sipil dan polisi AMISOM berada di luar Mogadishu 
dikarenakan kondisi Somalia yang tidak kondusif93. 
Poin penting dalam keberhasilan AMISOM mereduksi konflik adalah 
perubahan strategi AMISOM yang diberikan keleluasaan untuk melancarkan 
pre-emptive strike.Perubahan ini adalah untuk meningkatkan peranan 
AMISOM agar lebih berperan aktif dalam menangkal serangan dari Al-
Shabaab dan untuk membebaskan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Al-
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Shabaab dalam rangka memperluas legitimasi pemerintah transisi. Perubahan 
mandat ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di Somalia dan untuk lebih 
mengefektifkan peranan AMISOM di Somalia. Identifikasi aktor yang terlibat 
dalam konflik di Somalia bergeser dari klan yang ada di Somalia ke arah 
kelompok teroris Al-Shabaab. Al-Shabaab menjadi kelompok oposisi tunggal 
setelah konflik antara TFG dengan ARS berhasil diselesaikan melalui Djibouti 
Peace Processpada tahun 2008 dan bergabungnya Ahlu Sunnah Wal Jamaah 
(ASWJ) dengan pemerintah transisi pada tahun 201094. 
Kontribusi AMISOM dalam melaksanakan tugasnya sebagai organ 
peacekeepingdi Somalia secara umum berasal dari komponen militer 
AMISOM.Kondisi yang semakin membaik tidak lepas dari kerjasama antara 
AMISOM dengan pemerintah transisi melalui operasi-operasi militer dan 
pengamanan.Hal ini bisa tercapai dikarenakan alokasi pasukan AMISOM 
yang diturunkan ke Somalia.Kemampuan AMISOM untuk melaksanakan pre-
emptive strike juga turut menjadi faktor pendukung keberhasilan operasi 
militer AMISOM.Komposisi pasukan AMISOM semakin bertambah melalui 
penambahan kuota pasukan dari yang awalnya sebanyak 8.000 personil 
kemudian terus ditambah menjadi 22.126 dalam resolusi PBB Februari 
201295.Penambahan tersebut memudahkan AMISOM dalam memperluas area 
operasi militernya di wilayah-wilayah yang belum stabil dan masih berada 
diluar jangkauan pemerintah transisi. 
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Peranan AMISOM dalam bidang peacemaking dan peacebuildingdapat 
dilihatdari kinerja komponen polisi dan sipil AMISOM. Mandat AMISOM 
yang memiliki kedua unsur diatas teradapat dalam poin a, c, dan e. Walaupun 
pada dasarnya AMISOM tidak terlibat secara langsung dalam proses 
pengambilan keputusan dan aktif dalam proses rekonsiliasi politik, dukungan 
AMISOM melalui keberadaan divisi sipil dan dan divisi polisi 
menggambarkan dukungan AMISOM dalam upaya resolusi konflik di 
Somalia. 
D. Faktor Penghambat AFRICAN UNION MISSION IN SOMALIA 
(AMISOM) dalam Upaya Resolusi Konflik di Somalia 
Dalam pelaksanaan mandatnya, AMISOM menghadapi sejumlah 
hambatan.Hambatan tersebut secara umum bisa dikategorikan kedalam dua 
faktor, yakni internal AMISOM dan eksternal AMISOM.Faktor-faktor 
tersebut menjadi penghalang bagi AMISOM untuk memaksimalkan 
pemenuhan mandatnya dan menjadikan misi ini berlangsung lebih lama dari 
mandat awal AMISOM dikeluarkan yakni pada tahun 2007 yang kemudian 
mengalami perpanjangan hingga saat ini. 
1.Faktor Internal 
Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan misi di 
Somalia berasal dari berbagai sumber.Untuk lebih menjelaskan hal 
tersebut, faktor-faktor internal yang menghambat dalam pelaksanaan 
mandat AMISOM dapat dilihat dari hambatan pada setiap komponen-
komponen yang ada di dalam AMISOM, yakni komponen Militer, Sipil, 
dan Polisi. 
Hambatan pertama yang dihadapi oleh komponen militer AMISOM 
adalah lambatnya pemenuhan kuota personil yang disepakati dalam 
mandat AMISOM di Somalia pada tahun 2007. Pada tahun 2008, dari 
jumlah 8.000 pasukan yang dimandatkan, pengiriman pertama pasukan 
AMISOM hanya berjumlah 2 batalion masing-masing berjumlah 850 
personel dari Uganda dan 192 personel dari Burundi96. Kekurangan ini 
berakibat pada keterbatasan AMISOM dalam melakukan pengawasan 
diluar wilayah Mogadishu. Bahkan kuota 8000 pasukan tersebut baru 
dicapai pada tahun 2010 yang kemudian ditambah lagi menjadi 12.000 
personel melalui perpanjangan mandat pada tahun tersebut97. Mandat 
AMISOM terus diperbaharui dan pada Februari 2012 disepakati 
penambahan kuota pasukan AMISOM menjadi 22.12698. 
Lambatnya pemenuhan kuota pasukan yang dimandatkan berakibat 
pada kemampuan AMISOM dalam melaksanakan tugas – tugasnya.Oleh 
sebab itu, pasukan AMISOM hanya ditempatkan pada pos – pos yang 
krusial dan sangat membutuhkan keberadaan pasukan AMISOM yakni 
infrastruktur penting yang digunakan oleh pemerintah transisi seperti 
gedung parlemen dan jalanan yang mengarah ke gedung parlemen di 
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Mogadishu.Hal ini menghambat AMISOM dalam memperluas wilayah 
operasinya di luar Mogadishu.Hambatan ini berdampak terhadap 
lambatnya pemenuhan mandat yang dimiliki oleh AMISOM.Bahkan pada 
awal diterjunkan, pasukan AMISOM hanya bertugas untuk mengamankan 
bandara, Villa Somalia, dan jalanan yang menghubungkan keduanya. 
Pemenuhan kuota pasukan yang lambat berakibat pada tidak 
efektifnya pembebasan wilayah yang telah diambil alih dari Al-
Shabaab.Wilayah – wilayah yang telah dibebaskan dari pendudukan Al-
Shabaab tidak diikuti dengan penjagaan dan pengamanan wilayah tersebut 
sehingga kemungkinan untuk jatuh ke pengaruh Al-Shabaab sangat 
besar.Jumlah personil yang sedikit juga berkontribusi terhadap situasi 
aman yang dibutuhkan oleh divisi sipil dan polisi untuk melaksanakan 
tugasnya. Akibatnya, pada awal AMISOM diturunkan, kedua divisi 
tersebut berada di markas AMISOM di Nairobi, Kenya dan baru direlokasi 
ke Mogadishu pada tahun 201199. 
Pemenuhan kuota pasukan yang berjalan dengan lambat disebabkan 
karena faktor keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh Uni Afrika dalam 
menunjang misi AMISOM.Negara – negara penyumbang pasukan enggan 
mengirimkan pasukannya dalam kontingen AMISOM jika pada dasarnya 
mereka harus menanggung sendiri biaya yang dikeluarkan selama misi 
berjalan.Misi AMISOM setidaknya membutuhkan sekitar US$ 622 juta 
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per tahun berdasarkan komposisi yang sesuai dalam mandat. Sementara 
saat itu, dana yang dimiliki oleh Uni Afrika hanya berjumlah US$ 32 juta 
yang berasal dari berbagai sumbangan komunitas internasional. Jelas ini 
memberatkan negara calon penyumbang pasukan jika harus mendanai 
sendiri pasukannya untuk berperang di negara lain. Kondisi ini berimbas 
pada lambatnya pemenuhan kuota pasukan AMISOM sesuai dengan yang 
tertulis dalam mandat100. 
Kendala lainnya yang menjadi penghambat AMISOM dalam 
menciptakan kondisi yang stabil di Somalia adalah lambatnya perubahan 
mandat yang diberikan oleh Uni Afrika.Mandat yang bersifat pasif tidak 
lagi sesuai dalam menghadapi perubahan konflik merupakan salah satu 
penghambat AMISOM. Penyebab kondisi yang tidak stabil di Somalia 
telah berubah dari konflik terbuka antar klan menjadi perang gerilya 
melawan Al-Shabaab. Kondisi ini menuntut peran aktif AMISOM untuk 
mengatasi Al-Shabaab. 
Akibatnya adalah keseluruhan operasi AMISOM menjadi 
terhambat.Hal ini bisa dilihat dari awal penempatan AMISOM di 
Somalia.Pada awalnya, misi AMISOM di Somalia hanya direncanakan 
berdurasi selama 6 bulan.Tetapi akibat dari semua keterlambatan diatas, 
misi AMISOM kemudian terus diperpanjang hingga saat ini.Ini 
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mengakibatkan tidak efektifnya penggunaan durasi waktu yang 
dimandatkan kepada AMISOM. 
2.Faktor Eksternal 
Dukungan terhadap resolusi konflik yang terjadi di Somalia 
merupakan tugas utama AMISOM dalam mandatnya.Respon AMISOM 
terhadap perubahan konflik yang terjadi di Somalia berjalan dengan 
lambat.Konflik yang berubah menjadi ancaman yang konstan terhadap 
kelangsungan pemerintahan transisi di Somalia.Perubahan dari konflik 
antara pemerintah transisi melawan oposisi menjadi konflik antara Al-
shabaab dengan pemerintah transisi merupakan hambatan utama 
AMISOM dalam menciptakan kondisi yang aman di Somalia. 
Perlu diingat kembali bahwa ketika AMISOM diturunkan ke Somalia 
pada tahun 2007, sengketa kekuasaan antara pemerintah transisi melawan 
kelompok oposisi menjadi sumber konflik utama di Somalia. Proses 
rekonsiliasi antara pemerintah transisi dengan kelompok Alliance for the 
Reliberation of Somalia (ARS) menjadi hambatan dalam proses 
rekonsiliasi konflik di Somalia. Hal ini disebabkan karena kelompok ARS 
merupakan kelompok yang masih bisa diajak bernegosiasi tanpa melalui 
konflik senjata.Pokok persoalan utamanya adalah masalah pelibatan 
kelompok ARS dalam pemerintahan. 
Permasalahan antara pemerintah transisi dengan ARS kemudian 
melahirkan perjanjian Djibouti Agreementpada tahun 2008.Secara efektif, 
perjanjian ini baru dilaksanakan pada tahun 2009, dimana pemerintah 
transisi sepakat untuk mengakomodasi anggota ARS ke dalam parlemen 
pemerintah transisi dan menambah jumlah anggota parlemen menjadi 500. 
Sejalan dengan perjanjian tersebut, pada tahun yang sama, parlemen 
kemudian memilih Sheikh Sharif Sheikh Ahmad menjadi presiden baru 
pemerintah transisi dan menunjuk Omar Abdirashi Ali Shermarke sebagai 
perdana menteri. 
Pasca pemilihan tersebut, terjadi konflik internal dalam pemerintah 
transisi antara Presiden Sheikh Sharif Sheikh Ahmed dengan perdana 
menteri Omar Abdirashid Ali Sharmarke pada tahun 2010.Perselisihan 
antara keduanya tersebut berujung pada pengunduran diri perdana menteri 
Omar Abdirashid Ali Sharmarke pada September 2010101.Keduanya 
terlibat dalam perselisihan politik dalam berbagai bidang yang dimulai 
dengan percobaan pemecatan perdana menteri Omar Abdirashid oleh 
presiden Sheikh Sherif.Percobaan tersebut memicu perselisihan diantara 
keduanya yang berujung pada pengunduran diri perdana menteri Omar 
Abdirashid. 
Pasca pengunduran diri perdana menteri Omar Abdirashid Ali 
Sharmarke, presiden Sheikh Sharif kemudian menunjuk Muhammad 
Abdiwali Muhammad.Sengketa antara presiden dengan perdana menteri 
kembali terjadi dalam pemerintah transisi.Hal ini disebabkan 
ketidaksepakatan antara keduanya mengenai masalah perpanjangan 
mandat pemerintah transisi. Perdana menteri dan parlemen sepakat untuk 
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memperpanjang mandat pemerintah transisi selama 3 tahun, yang 
mandatnya akan berakhir pada 20 Agustus 2011. Di lain pihak, Presiden 
menolak usulan tersebut. Permasalahan tersebut akhirnya difasilitasi oleh 
IGAD dan kemudian menghasilkan Kampala Accord, yang dimana isinya 
secara umum menyepakati perpanjangan mandat pemerintah transisi 
selama 1 tahun dan memaksa perdana menteri untuk mengundurkan diri. 
Idealnya, pemerintahan yang berjalan dengan baik akan memiliki 
kredibilitas yang baik dalam pandangan masyarakatnya. Dalam kasus 
Somalia, kredibilitas pemerintahan transisi sangat dibutuhkan, mengingat 
bahwa pemerintahan tersebut terbentuk di luar Somalia, dan membutuhkan 
kepercayaan dari masyarakat Somalia agar diterima dan mampu 
menanamkan legitimasinya di Somalia. Konflik internal dalam 
pemerintahan transisi mempertaruhkan kredibilitasnya sendiri di mata 
penduduk Somalia. Penduduk Somalia akan kesulitan untuk mempercayai 
sebuah pemerintahan yang senantiasa bergejolak di dalamnya.  
Konflik internal yang terjadi dalam pemerintahan transisi memberikan 
hambatan terhadap kinerja AMISOM.AMISOM memiliki mandat yang 
harus dicapai dan dukungan terhadap rekonstruksi politik dengan 
kelompok oposisi merupakan salah satunya. Idealnya, mandat harus 
dijalankan dengan efektif dan dan efisien, dalam artian bahwa persoalan 
internal dalam pemerintah transisi menghambat proses rekonsiliasi dengan 
kelompok lain diluar pemerintahan transisi. Hal ini dapat berakibat 
penundaan dalam pelaksanaan misi AMISOM secara keseluruhan dan 
akan berakibat kurang efisiennya AMISOM dalam pelaksanaan 
mandatnya. 
Konflik dengan Al-Shabaab menjadi hambatan utama bagi AMISOM 
dalam menciptakan stabilisasi di Somalia.Al-Shabaab yang menggunakan 
asymmetrical warfare(taktik perang asimetris/gerilya) melancarkan 
serangan-serangan ke arah pasukan pemerintah transisi dan AMISOM 
yang seringkali menimbulkan korban sipil.Hambatan ini berarti 
pemenuhan mandat AMISOM di Somalia berjalan lambat.Selain itu, Al-
Shabaab juga menguasai lebih banyak wilayah dibanding pemerintahan 
transisi. 
Berbeda jauh jika dibandingkan dengan Al-Shabaab, yang dimana 
kelompok tersebut merupakan kelompok ekstremis yang sangat sulit, jika 
bisa dibilang tidak mungkin, untuk diajak ke meja perundingan.Bahkan 
beberapa kali presiden Sheikh Sharif Sheik Ahmad mengeluarkan seruan 
ajakan kepada Al-Shabaab untuk mengadakan perundingan pada tahun 
2009, tapi ajakan tersebut diabaikan oleh Al-Shabaab102.Tuntutan Al-
Shabaab yang ingin mendirikan negara Islam berdasarkan definisi mereka 
sendiri merupakan hal yang tidak bisa diterima oleh pemerintah transisi. 
Jika dilihat dari aspek ketercapaian mandatnya, AMISOM mampu 
menjalankan mandatnya secara keseluruhan.Resolusi konflik yang 
dijalankan oleh Uni Afrika melalui AMISOM menunjukkan hasil yang 
signifikan.Pun begitu, eksekusi mandat AMISOM tersebut berjalan lambat 
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dikarenakan hambatan-hambatan yang telah disebutkan diatas. Uni Afrika 
perlu mengevaluasi lebih jauh mengenai hal tersebut jika ingin membantu 
penyelesaian masalah di Somalia dan membantu pemerintah federal 
Somalia dalam mempertahankan eksistensinya di Somalia. 
Masih banyak permasalahan yang terjadi di Somalia hingga saat 
ini.Rekonsiliasi politik masih terus berjalan bahkan setelah terbentuknya 
pemerintahan federal Somalia pada tahun 2012.Pemerintah federal 
tersebut masih memiliki keterbatasan dalam bidang legitimasi 
pemerintahannya. Legitimasi pemerintahannya belum tersebar menyeluruh 
di Somalia, masih banyak wilayah yang belum sepenuhnya dikuasai oleh 
pemerintah federal Somalia melalui proses rekonsiliasi jika ingin 
mempertahankan eksistensinya di Somalia.  
  
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Dari pemaparan data-data yang telah penulis paparkan, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Permasalahan yang terjadi di Somalia merupakan akibat dari 
runtuhnya institusi pemerintahan yang disebabkan konflik perebutan 
kekuasaan antara kelompok-kelompok oposisi pasca jatuhnya Siyad 
Barre di tahun 1991. Absennya pemerintahan tersebut 
mengakibatkan Somalia tenggelam dalam konflik panjang selama 17 
tahun, sebelum akhirnya pemerintahan transisi dengan bantuan 
Ethiopia memasuki Somalia untuk pertama kalinya sejak dibentuk 
pada tahun 2004. Konflik kemudian bergeser dari konflik simetris 
antara para kelompok-kelompok yang memperebutkan kekuasaan 
menjadi konflik asimetris antara pemerintah transisi dengan 
kelompok-kelompok oposisi. Konflik antara pemerintah transisi 
dengan ARS dapat diselesaikan pada tahun 2008, dan hingga saat ini 
Al-Shabaab masih menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan di 
Somalia. 
2. Keterlibatan Uni Afrika sebagai organisasi internasional melalui 
AMISOM di Somalia menunjukkan usaha Uni Afrika untuk 
mengakhiri konflik yang terjadi di Somalia. Selain karena konflik ini 
telah berlangsung lama, kekhawatiran bahwa konflik tersebut dapat 
menjadi ancaman terhadap stabilitas regional Afrika Timur. Terbukti 
bahwa beberapa kali Al-Shabaab melancarkan serangan bom ke 
negara-negara tetangga Somalia seperti Kenya dan Ethiopia.  
3. AMISOM Sebagai sebuah misi bentukan Uni Afrika memperlihatkan 
kinerja yang baik dalam bidang keamanan, terlepas dari hambatan-
hambatan yang dihadapi baik eksternal maupun internal. Terbukti 
bahwa AMISOM mampu membebaskan beberapa wilayah penting 
dari Al-Shabaab seperti Kismayo dan Mogadishu, dimana wilayah 
tersebut merupakan key area dalam pelaksanaan tugas pemerintahan 
transisi. Kemajuan yang didapatkan mampu membatasi ruang gerak 
Al-Shabaab. AMISOM mampu menyediakan situasi yang diperlukan 
untuk penyaluran bantuan dari negara –negara donatur maupun 
organisasi internasional lainnya. Walaupun tidak secara langsung, 
keberhasilan dalam mengamankan wilayah-wilayah penting di 
Somalia juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam terciptanya 
pemerintahan baru Somalia yang disebut dengan Federal 
Government of Somalia (FGS) yang diakui oleh dunia pada tahun 
2012. 
4. Pelaksanaan misi AMISOM dalam perjalanannya menghadapi 
berbagai hambatan. Hambatan internal yang paling signifikan adalah 
kurangnya dana dan pemenuhan kuota pasukan yang berjalan lambat. 
Hal ini berdampak pada keterbatasan kinerja AMISOM dan lamanya 
durasi pelaksanaan tugas-tugas AMISOM. Hambatan eksternal yang 
signifikan adalah adanya konflik internal dalam pemerintahan 
transisi itu sendiri. Masalah ini akan berdampak pada menurunnya 
kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan berpotensi 
memutarbalikkan kemajuan yang telah dicapai selama ini.  
B. SARAN 
1. Uni Afrika perlu untuk mengevaluasi kembali mandat AMISOM 
mengingat keadaan telah banyak berubahsemenjak AMISOM diturunkan 
hingga terbentuknya pemerintah federal Somalia. Diperlukan penyesuaian 
terhadap kondisi Somalia jika ingin tetap mempertahankan keberadaan 
AMISOM di Somalia. 
2. Penarikan pasukan AMISOM dari Somalia sebaiknya dipertimbangkan 
dengan baik dan mengamati perkembangan Somalia. Melihat kondisi saat 
ini, Pemerintah Somalia masih sangat bergantung kepada AMISOM 
untuk menangkal serangan-serangan yang diarahkan kearahnya. Hal ini 
penting untuk mencegah kemunduran yang telah diupayakan dan 
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